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ABSTRAK 

Nurlia, Analisis Building Trust dalam Akuntansi Syariah pada praktik Pengelolaan 

Keuangan Di KUA  Kecamatan Lembang Kab. Pinrang, (dibimbing oleh Bapak Moh 

Yasin Soumena dan Bapak Sulkarnain). 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga pelayanan publik, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA), dalam 

mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip-prinsip 

akuntansi syariah. Kepercayaan masyarakat menjadi salah-satu indikator keberhasilan 

penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga penerapan nilai-nilai syariah dalam 

pengelolaan keuangan perlu diwujudkan secara konsisten. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis proses building trust masyarakat terhadap KUA Kecamatan 

Lembang melalui praktik pengelolaan dan pencatatan dana Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP), serta menganalisis penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah 

dalam praktik pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten 

Pinrang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan 

penelitian terdiri atas Kepala KUA, pegawai yang terlibat dalam pengelolaan 

keuangan dan masyarakat pengguna layanan KUA. Analisis data dilakukan melalui 

tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan 

data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di KUA 

Kecamatan Lembang telah dilaksanakan sesuai ketentuan pemerintah melalui 

pengelolaan dana operasional dan dana PNBP yang dicatat serta 

dipertanggungjawabkan secara administratif. Proses building trust masyarakat 

terbentuk melalui keterbukaan informasi mengenai biaya layanan, penggunaan 

mekanisme pembayaran resmi, kualitas pelayanan yang profesional serta perilaku 

aparatur yang jujur, amanah  dan bertanggung jawab. Selain itu, praktik pengelolaan 

keuangan telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah, yaitu 

amanah, transparansi, akuntabilitas, keadilan dan kejujuran. Penerapan prinsip-prinsip 

tersebut memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat 

terhadap KUA sebagai lembaga pelayanan publik berbasis nilai-nilai Islam. 

 

Kata Kunci: Building Trust, Akuntansi Syariah, pengelolaan Keuangan, KUA 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987. 

A. Konsonan 

 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

۱ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tha Th te dan ha ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Dhal Dh de dan ha ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Shad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain   komater balik keatas   ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ʹ Apostrof ء
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ً Ya Y Ye 

 

Hamzah (ء) yang teletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (׳). 

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 
 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Contoh: 

َْفَ    kaifa : كَ

 

 haula : هَوْلَ  

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 

fathah dan ya’ 

 

ai a dan i  َْـى 
 

fathah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوَْ 
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Contoh: 

       : mata 

 

 

 

 

 

      : rama 

         : qila 

          : yamutu 
D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua, yaitu: ta‟ marbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta‟ marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raudah al-atfa : رَوْضَة ُ الأطَْفَالِ 

ٍْنَة ُ الَْفَاضِلةَ  al-madinah al-fadilah : الَْمَدِ

 al-hikmah : الَْحِكْمَة

E. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ــّ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanaa : رَبَّناَ 

َْناَ   najjainaa : نَجَّ

 al-haqq : الَْحَقّ 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan 
Tanda 

 

Nama 

 

fathah dan alif atau ya’ 

 

ْاْ َْ...
ْى َْ...ْ| 

dammah dan wau 

 

 ـوُ

a 

u 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya’ 

 

i i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ـى
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مَ   nu“ima : نعُِّ

 aduwwun„ : عَدوُ  

Jika huruf ى ber- tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh 

huruf kasrah ( ّـــــِي), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i. 

Contoh: 

 Ali (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : عَلِي  

 Arabi (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : عَرَبي  

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسُ 

لْزَلةَ  al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَْفَلْسَفةَ

 al-bilaadu : الَْبلادَُ 

Hamzah 

Aturan tranliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (ʹ) hanya berlaku bagi hamzah 

yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, 

ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif. 

Contoh: 

 ta‟muruna : تأَمُْرُوْنَ 

 „al-nau : الَنَّوْعُ 

ء   ٌْ  syai‟un : شَ

 umirtu : أمُِرْتُ 
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G. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata,  istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur‟an 

(dari al-Qur‟an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fīẓilālal-qur‟an 

Al-sunnah qablal-tadwin 

Al-ibāratbi„umumal-lafẓlābikhususal-sabab 

 

H. Lafẓal-Jalalah (هللا) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

ٍْنُ اللهِ     billah بِاللِ  dinullah دِ

Adapun ta‟ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

ٌْ رَحْمَةِ اللهِ   hum fi rahmatillah هُمْ فِ

 

I. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan 

Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 

J. Singkatan 
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Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

Swt.   = subhanahuwa ta‟ala 

Saw.  = sallallahu „alaihi wa sallam 

a.s.   = „alaihi al-sallam 

H   = Hijriah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ …, ayat 4 

 HR  = Hadis Riwayat 



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Perkembangan akuntansi syariah dalam beberapa dekade terakhir tidak hanya 

berfokus pada aspek teknis pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga 

menekankan dimensi nilai dan etika yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. 

Akuntansi syariah dipahami sebagai sistem yang mengintegrasikan nilai keadilan, 

amanah, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab moral dalam setiap aktivitas 

pengelolaan keuangan
1
. Oleh karena itu, penerapan akuntansi syariah tidak semata-

mata bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang akurat, tetapi juga membangun 

kepercayaan (building trust) antara pengelola dan pihak yang dilayani. 

Kepercayaan merupakan elemen fundamental dalam akuntansi syariah karena 

setiap pengelolaan keuangan pada hakikatnya mengandung amanah yang harus 

dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT. 

Dalam perspektif akuntansi syariah, kepercayaan dibangun melalui praktik 

pengelolaan keuangan yang jujur, transparan, adil, serta terbuka terhadap 

pengawasan. Ketika prinsip-prinsip tersebut dijalankan secara konsisten, maka akan 

tercipta hubungan yang harmonis antara lembaga dan masyarakat, sehingga 

meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut
2
. Seperti 

halnya yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa‟ ayat 58 

هْ 
َ
ٰٓى ا مٰنٰتِ اِل

َ
ا

ْ
وا ال نْ تُؤَدُّ

َ
مْ ا

ُ
مُركُ

ْ
َ يَأ عَدْلِۗ  اِنَّ اِنَّ اللّٰه

ْ
مُوْا بِال

ُ
ك حْ

َ
نْ ت

َ
مْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ ا

َ
لِهَاۙ وَاِذَا حَك

انَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا 
َ
َ ك مْ بِهٖۗ  اِنَّ اللّٰه

ُ
َ نِعِمَّا يَعِظُك  اللّٰه

                                                           
1
 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2021), h. 25–27. 
2
 Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), h. 43. 
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Terjemahan: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 

pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, 

hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat”.
3
 

Landasam mengenai amanah dalam pengelolaan keuangan juga ditegaskan 

dalam firman Allah SWT. Pada QS. An-Nisa‟ ayat 58 yang memerintahkan agar 

setiap amanah disampaikan kepada yang berhak dan setiap keputusan dilakukan 

secara adil. Ayat ini menjadi dasar bahwa pengelolaan keuangan dilembaga publik 

termasuk KUA, harus dilaksanakan secara jujur, transparan dan bertanggung jawab 

sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat 

Kepercayaan masyarakat merupakan salah-satu faktor penting dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu 

lembaga dipengaruhi oleh kemampuan lembaga tersebut dalam memberikan 

pelayanan yang berkualitas, transparan, akuntabel serta mampu 

mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan. Bagi instansi 

pemerintah, kepercayaan masyarakat menjadi modal utama dalam menciptakan 

pelayanan publik yang efektif karena masyarakat akan lenih mudah menerima dan 

mendukung setiap program apabila lembaga tersebut dinilai memiliki integritas dan 

kredibilitas yang baik.oleh karena itu, setiap instansi pemerintah dituntut untuk 

mengelola sumber daya termasuk keuangan secara profesional sehingga mampu 

                                                           
3
 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mushaf Al- Qur‟an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019). 
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memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa seluruh dana yang dikelola 

digunakan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Konsep building trust menjadi salah-satu pendekatan yang relevan dalam 

menjelaskan bagaimana kepercayaan masyarakat dapat dibangun melalui praktik 

pengelolaan keuangan yang baik. Kepercayaan tidak terbentuk instan, tetapi melalui 

proses yang ditunjukkan oleh konsistensi lembaga dalam menerapkan keterbukaan 

informasi, tanggung jawab, integritas dan pelayanan yang profesional. Dalam konteks 

akuntansi syariah, kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat apabila lembaga 

mampu menunjukkan bahwa setiap aktivitas pengelolaan keuangan dilakukan secara 

jujur, transparan dan sesuai nilai-nilai syariah. 

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pemerintah yang berperan 

dalam pelayanan keagamaan dan administrasi keislaman memiliki tanggung jawab 

besar dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan dana di KUA, baik yang bersumber 

dari anggaran negara maupun dana operasional pelayanan masyarakat, menuntut 

penerapan prinsip akuntansi syariah yang kuat
4
. Hal ini penting karena KUA tidak 

hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga membawa citra dan nilai-nilai 

keislaman yang melekat pada setiap bentuk pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat. 

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah-satu unit pelaksana teknis 

dibawah Kementerian Agama yang memiliki peran penting dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dibidang keagamaan. Selain melaksanakan fungsi 

pelayanan, KUA juga mengelola keuangan yang bersumber dari dana operasional 

pemerintah serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari 

                                                           
4
 Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi pada Pasar Modal Syariah, (Jakarta: 

Kencana, 2017), h. 58. 
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pelayanan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh 

karena itu, pengelolaan keuangan di KUA harus dilaksanakan secara tertib, 

transaparan dan akuntabel agar mampu mendukung kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat. 

Biaya nikah merupakan bagian dari pelayanan publik yang memiliki 

sensitivitas tinggi karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. 

Dalam praktiknya, biaya nikah di KUA harus dikelola secara transparan, sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bebas dari praktik pungutan liar atau 

ketidakjelasan penggunaan dana. Dari perspektif akuntansi syariah, pengelolaan biaya 

nikah tidak hanya dipandang sebagai transaksi administratif, tetapi juga sebagai 

amanah yang menuntut kejujuran, keadilan, dan keterbukaan informasi
5
. 

Ketidakjelasan dalam penetapan maupun penggunaan biaya nikah berpotensi 

menimbulkan persepsi negatif dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap KUA 

sebagai lembaga pelayanan keagamaan. 

Dalam praktiknya, kepercayaan masyarakat terhadap KUA sangat dipengaruhi 

oleh bagaimana lembaga tersebut mengelola keuangan secara transparan dan 

akuntabel. Ketika masyarakat melihat adanya keterbukaan informasi, kejelasan 

penggunaan dana, serta kesesuaian antara aturan dan praktik, maka kepercayaan 

publik akan semakin kuat. Sebaliknya, lemahnya transparansi dan akuntabilitas dapat 

menimbulkan persepsi negatif yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan 

masyarakat, meskipun lembaga tersebut memiliki dasar hukum dan kewenangan yang 

jelas. 

                                                           
5
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif) 

(Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 146. 
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Di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, KUA memiliki peran strategis 

dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, khususnya dalam 

urusan pernikahan dan administrasi keislaman lainnya.  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, diketahui bahwa KUA menerima dana 

Biaya Operasional Perkantoran (BOP) sekitar RP. 17.000.000 pada setiap tahap 

pencairan yang dilakukan dua kali dalam satu tahun. Dana tersebut digunakan untuk 

menunjang pelaksanaan kegiatan operasional kantor dan pelayanan kepada 

masyarakat. Selain itu, KUA juga mengelola dana Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) yang berasal dari pelayanan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Besarnya tanggung jawab dalam mengelola dana tersebut menuntut adanya sistem 

pengelolaan keuangan yang tidak hanya sesuai dengan prosedur administrasi, tetapi 

juga mencerminkan nilai-nilai akuntansi syariah sehingga mampu meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

Dalam pratiknya, masyarakat tidak hanya menilai KUA dari kualitas 

pelayanan yang diberikan, tetapi juga dari bagaimana lembaga tersebut mengelola 

keuangan secara amanah dan terbuka. Transaparansi mengenai biaya pelayanan, 

ketepatan pencatatan transaksi, kejujuran aparatur serta pertanggungjawaban 

penggunaan dana menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap 

KUA. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip 

akuntansi syariah memiliki peran penting dalam membangun dan mempertahankan 

kepercayaan masyarakat terhadap KUA. 

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian mengenai 

akuntansi syariah lebih banyak dilakukan pada bank syariah, lembaga zakat maupun 
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lembaga keuangan syariah lainnya. Penelitian mengenai building trust dalam praktik 

pengelolaan keuangan pada Kantor Urusan Agama masih relatif terbatas, khususnya 

yang menghubungkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dengan dana dan 

PNBP. Penelitian tentang building trust dalam perspektif akuntansi syariah pada 

praktik pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang menjadi relevan dan 

strategis. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan bagaimana 

prinsip-prinsip akuntansi syariah diterapkan dalam pengelolaan keuangan KUA, 

tetapi juga untuk menganalisis sejauh mana penerapan tersebut mampu membangun 

dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian 

akuntansi syariah, serta kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas tata kelola 

keuangan dan kepercayaan publik terhadap lembaga keagamaan.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan 

penelitian yaitu: 

1. Bagaimana proses building trust (membangun kepercayaan) masyarakat 

terhadap KUA Kecamatan Lembang melalui praktik pengelolaan keuangan 

berbasis akuntansi syariah, khususnya dalam pengelolaan dan pencatatan dana 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)?? 

2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam praktik 

pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas yang telah dirumuskan maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui bagaimana proses building trust (membangun kepercayaan) 

masyarakat terhadap KUA Kecamatan Lembang melalui praktik pengelolaan 

keuangan berbasis akuntansi syariah. 

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah 

dalam praktik pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten 

Pinrang. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini untuk menggali bagaimana analisis building trust dalam 

akuntansi syariah pada praktik pengelolaan keuangan Di KUA Kecamatan Lembang 

Kab.Pinrang. Adapun penyajian manfaat secara teoritis maupun praktis, 

penjelasannya sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

teori kepercayaan (trust theory) dan teori akuntansi syariah, khususnya dalam 

konteks lembaga pelayanan publik keagamaan. Penelitian ini memperluas 

kajian trust yang selama ini banyak dibahas diranah bisnis dan organisasi, 

dengan mengaitkannya pada praktik pengelolaan keuangan berbasis nila-nilai 

syariah di KUA. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan 

wawasan penulis untuk berfikir secara kritis guna melatih kemampuan, 

memahami dan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan akuntansi 

syariah, trust, dan pengelolaan keuangan lembaga publik. 
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b. Bagi pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan nagi 

Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan 

yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. 

c. Bagi masyarakat  

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi bagi pelaku-

pelaku studi yang berkaitan dengan judul penelitian ini yakni analisis 

building trust dalam akuntansi syariah pada praktik pengelolaan keuangan 

di KUA Kecamatan Lembang Kab.Pinrang Serta menjadi bahan 

pembelajaran bagi masyarakat untuk memahami hal tersebut.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Relevan 

Agar penelitian ini menjadi lebih terfokus pada suatu masalah penelitian dan 

kemudian dapat menghasilkan suatu kebaruan (novelty) penelitian, serta memetakan 

posisi penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti, maka calon peneliti perlu 

melakukan studi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan tema 

penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, calon peneliti melakukan 

studi literature terhadap hasil penelitian terdahulu dan hasilnya dijabarkan sebagai 

berikut: 

 

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini dan Farhan Musyawardana 

(2021) dengan judul  “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dalam 

Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Gowa)” Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah 

dalam pengelolaan dana zakat, mulai dari proses pencatatan, pelaporan, hingga 

pertanggungjawaban kepada publik. Penelitian menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, 

observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

prinsip akuntansi syariah yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan 

keadilan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

pengelola dana umat
6
. Kepercayaan publik tumbuh karena masyarakat merasa 

dana yang dikelola dijalankan secara amanah dan sesuai dengan nilai-nilai 

syariah. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama 

menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip 

                                                           
6
 Nur Aini dan Farhan Musyawardana, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dalam 

Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Gowa)”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan 

Syariah, Vol. 5, No. 2, Tahun 2021, hlm. 112–125. 
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akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan lembaga Islam. Kedua 

penelitian juga menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan amanah 

dalam pengelolaan keuangan berperan penting dalam meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.  

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak 

pada hasil penelitian yang diperoleh. Penelitian Nur Aini dan Farhan 

Musyawardana menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah pada 

pengelolaan dana zakat di BAZNAS mampu meningkatkan kepercayaan 

masyarakat melaui trnsparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat. 

Sementara itu, penelitian penulis menunjukkan bahwa proses building trust 

masyarakat di KUA Kecamatan Lembang dibangun melalui pengelolaan dan 

pencatatan dana PNBP yang sesuai dengan ketentuan pemerintah serta 

penerapan prinsip amanah, transparansi, akuntabilitas, kejujuran dan keadilan 

dalam pelayanan publik. 

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Laina Fitri dan Rayyan Firdaus (2020) 

dengan judul  “Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah untuk Meningkatkan 

Etika dan Kepercayaan dalam Transaksi (Perspektif QS. Al-Baqarah Ayat 

282)” Penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip akuntansi syariah yang bersumber 

dari Al-Qur‟an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 282, yang menekankan 

pentingnya pencatatan, kejujuran, dan kejelasan transaksi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas 

tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga membangun 

kepercayaan antar pihak yang terlibat dalam transaksi
7
. Prinsip-prinsip tersebut 

dipandang sebagai fondasi utama dalam menciptakan hubungan yang saling 

percaya dan berkelanjutan. 

                                                           
7
 Laina Fitri dan Rayyan Firdaus, “Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah untuk Meningkatkan 

Etika dan Kepercayaan dalam Transaksi (Perspektif QS. Al-Baqarah Ayat 282)”, Jurnal Akuntansi 

Syariah dan Etika Bisnis, Vol. 4, No. 1, Tahun 2020, hlm. 45–58. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama 

membahas prinsip-prinsp akuntansi syariah sebagai landasan dalam 

membangun kepercayaan (building trust). Keduanya juga menekankan 

pentingnya nilai kejujuran, keadilan dan transaparansi dalam setiap aktivitas 

pengelolaan keuangan.  

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak 

pada hasil penelitian yang diperoleh. Hasil penelitian Laina Fitri dan Rayyan 

Firdaus lebih menitikberatkan pada kajian normatif mengenai konsep akuntansi 

syariah berdasarkan QS. Al- Baqarah ayat 282 sebagai landasan membangun 

kepercayaan dalam transaksi. Adapun penelitian penulis menghasilkan temuan 

empiris bahwa penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam praktik 

pengelolaan keuangan dan pencatatan dana PNBP di KUA Kecamatan 

Lembang terbukti mendukung terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga. 

3. Penelitian oleh Siti Rahmawati (2022) dengan judul “Transparansi dan 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Lembaga Keagamaan terhadap 

Kepercayaan Masyarakat” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

hubungan antara transparansi pengelolaan keuangan lembaga keagamaan 

dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa keterbukaan informasi keuangan, 

kejelasan prosedur, dan pertanggungjawaban yang dapat diakses publik menjadi 

faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat
8
. Ketika lembaga 

keagamaan mampu menunjukkan pengelolaan keuangan yang jujur dan 

terbuka, maka legitimasi dan kepercayaan publik akan meningkat. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama 

menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji hubungan antara 

                                                           
8
 Siti Rahmawati, “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Lembaga 

Keagamaan terhadap Kepercayaan Masyarakat”, Jurnal Manajemen Dakwah dan Administrasi 

Publik, Vol. 6, No. 1, Tahun 2022, hlm. 67–80. 
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transaparansi, akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

keagamaan. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi 

menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik.  

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada 

hasil penelitian. Hasil penelitian Siti Rahmawati menunjukkan bahwa 

transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor utama dalam meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan secara umum. 

Sementara itu, penelitian penulis menemukan bahwa selain transparansi dan 

akuntabilitas, kepercayaan masyarakat juga dibangun melalui penerapan nilai-

nilai akuntansi syariah seperti amanah, kejujuran, pelayanan yang profesional 

dan pengelolaan dana PNBP sesuai dengan regulasi pemerintah. 

4. Penelitian oleh Ahmad Fauzi (2019) dengan judul “Akuntabilitas Keuangan 

Lembaga Publik Berbasis Nilai Syariah dalam Meningkatkan Kepercayaan 

Masyarakat”. Penelitian ini mengkaji bagaimana akuntabilitas keuangan yang 

berlandaskan nilai-nilai syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai 

amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan 

berpengaruh signifikan terhadap persepsi positif masyarakat
9
. Kepercayaan 

tidak hanya dibangun melalui hasil pelayanan, tetapi juga melalui proses 

pengelolaan keuangan yang etis dan sesuai dengan nilai agama. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama 

membahas penerapan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan keuangan lembaga 

publik serta pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat. Kedua penelitian 

juga menegaskan bahwa nilai amanah, kejujuran dan akuntabilitas merupakan 

unsur penting dalam membangun kepercayaan publik. 

                                                           
9
 Ahmad Fauzi, “Akuntabilitas Keuangan Lembaga Publik Berbasis Nilai Syariah dalam 

Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat”, Jurnal Administrasi Publik Islam, Vol. 3, No. 2, Tahun 

2019, hlm. 90–104. 
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Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada 

hasil penelitian. Hasil penelitian Ahmad Fauzi menunjukkan bahwa 

akuntabilitas berbasis nilai syariah berpengaruh terhadap persepsi positif 

masyarakat pada lembaga publik secara umum. Adapun penelitian penulis 

menunjukkan secara spesifik bahwa penerapan akuntansi syariah pada 

pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang mampu membangun 

kepercayaan masyarakat melalui sistem pengelolaan dana PNBP yang 

transaparan, tertib administrasi dan sesuai prinsip syariah. 

5. Penelitian oleh Dewi Kartika dan Muhammad Yusuf (2023) dengan judul 

“Strategi Building Trust melalui Pengelolaan Keuangan Berbasis Nilai Islam 

pada Lembaga Pelayanan Publik”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

strategi yang digunakan lembaga pelayanan publik dalam membangun 

kepercayaan masyarakat melalui penerapan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan 

keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kejujuran, 

keterbukaan, dan pertanggungjawaban secara konsisten mampu menciptakan 

kepercayaan jangka panjang antara lembaga dan masyarakat
10

. Pengelolaan 

keuangan yang sesuai dengan nilai Islam dipandang sebagai representasi 

integritas lembaga. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama 

mengkaji proses building trust melalui pengelolaan keuangan yang 

berlandaskan nilai-nilai Islam. Kedua penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

prinsip kejujuran, transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan 

keuangan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga pelayanan publik.  

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada 

hasil penelitian. Hasil penelitian Dewi Kartika dan Muhammad Yusuf 
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menunjukkan bahwa strategi building trust dilakukan melalui penerapan nilai-

nilai Islam dalam pengelolaan keuangan lembaga pelayanan publik. Sementara 

itu, penelitian penulis menghasilkan temuan yang lebih spesifik bahwa building 

trust di KUA Kecamatan Lembang terbentuk mellaui penerapan prinsip 

akuntansi syariah dalam pengelolaan dan pencatatan dana PNBP, keterbukaan 

informasi biaya layanan serta pelayanan yang amanah dan akuntabel. 

B. Tinjauan Teoritis 

Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang 

didukung oleh data dan argumentasi (Departemen Pendidikan Nasional). Adapun 

fungsi teori yaitu, teori merupakan alat untuk mencapai satuan pengetahuan yang 

sistematis dan teori membimbing penelitian dalam menganalisis permasalahan yang 

akan diteliti oleh calon peneliti yaitu sebagai berikut: 

1. Teori Kepercayaan (Trust Theory)  

Teori kepercayaan (trust theory) pertama kali dikembangkan secara 

komprehensif oleh Julian B. Rotter pada tahun 1967 melalui konsep interpersonal 

trust. Rotter mendefinisikan kepercayaan sebagai harapan yang dimiliki seseorang 

bahwa perkataan, janji atau pernyataan dari individu atau kelompok lain dapat 

dipercaya. Menurut Rotter, kepercayaan merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi hubungan sosial karena menjadi dasar seseorang dalam mengambil 

keputusan untuk bekerja sama atau menyerahkan kepetingannya kepada pihak 

lain.
11

 Selanjutnya, teori kepercayaan dikembangkan oleh Roger C. Mayer, James 

H. Davis, dan F. David Schoorman (1995) yang menjelaskan bahwa kepercayaan 

dibangun melalui tiga dimensi utama yaitu kemampuan (ability), integritas 
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(integrity) dan niat baik (benevolence). Menurut mereka, seseorang akan 

memberikan kepercayaan apabila pihak yang dipercaya memiliki kompetensi, 

menjunjung tinggi kejujuran serta menunjukkan kepedulian terhadap kepentingan 

pihak lain.
12

 

Kepercayaan merupakan fondasi fundamental dalam setiap bentuk interaksi 

sosial, baik pada level individu, organisasi, maupun lembaga. Kepercayaan muncul 

ketika seseorang memiliki keyakinan bahwa pihak lain akan bertindak secara 

konsisten, dapat diandalkan, dan memberikan manfaat positif tanpa merugikan pihak 

yang mempercayainya. Pada tingkat individu, kepercayaan tumbuh melalui 

pengalaman, pengamatan, dan penilaian terhadap perilaku pihak lain, khususnya yang 

berkaitan dengan kemampuan, integritas, dan niat baik. Ketika individu merasa bahwa 

pihak yang dipercayai mampu memenuhi harapan, bersikap jujur, serta menunjukkan 

komitmen terhadap hubungan, maka kepercayaan akan meningkat secara signifikan..
13

 

Dalam konteks organisasi dan bisnis, kepercayaan sering dipahami 

sebagai kesediaan salah satu pihak untuk menggantungkan kepentingannya 

kepada pihak lain dalam suatu hubungan transaksi. Kepercayaan ini tidak muncul 

secara tiba-tiba, tetapi terbentuk melalui rekam jejak, bukti perilaku yang 

konsisten, komunikasi yang jelas, serta pemenuhan kewajiban dari waktu ke 

waktu. Kepercayaan juga mencakup persepsi mengenai kredibilitas, kemampuan, 

dan kejujuran suatu pihak dalam melaksanakan perannya. Ketika suatu 

perusahaan menunjukkan transparansi, komitmen, dan tanggung jawab, maka 
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pelanggan atau mitra bisnis akan lebih mudah memberikan kepercayaan yang 

kuat. 

Kepercayaan juga berkaitan erat dengan pengetahuan dan pengalaman 

yang dimiliki individu tentang suatu objek atau layanan. Penilaian ini terbentuk 

dari informasi yang diterima, pengalaman sebelumnya, serta persepsi terhadap 

manfaat dan risiko. Semakin positif pengalaman yang diperoleh, semakin besar 

tingkat kepercayaan yang terbentuk. Oleh karena itu, kepercayaan berperan 

penting sebagai pengurang ketidakpastian, terutama dalam hubungan yang 

melibatkan risiko, ketergantungan, dan kerja sama jangka panjang.
14

 

Dalam hubungan pelanggan dan perusahaan, kepercayaan memiliki nilai 

strategis yang tidak dapat diabaikan. Kepercayaan merupakan elemen yang 

mendorong loyalitas, komitmen berkelanjutan, dan hubungan jangka panjang 

yang saling menguntungkan. Pelanggan yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi 

akan merasa aman, nyaman, dan yakin bahwa perusahaan mampu memenuhi 

kebutuhannya secara konsisten. Kepercayaan juga berperan sebagai jembatan 

untuk mengurangi konflik, meningkatkan kolaborasi, serta memperkuat kualitas 

hubungan antara kedua belah pihak. 

Kepercayaan menjadi pilar penting dalam konsep hubungan pemasaran 

(relationship marketing), yaitu upaya membangun, memelihara, dan 

meningkatkan hubungan bernilai tinggi antara perusahaan dan pihak yang 

berkepentingan
15

. Melalui kepercayaan, hubungan tersebut dapat berkembang 
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menjadi hubungan jangka panjang yang stabil, harmonis, dan saling 

menguntungkan. Dengan demikian, kepercayaan tidak hanya berfungsi sebagai 

elemen psikologis, tetapi juga sebagai strategi manajerial yang berpengaruh pada 

keberhasilan organisasi. 

Kepercayaan umumnya dibangun melalui tiga indikator utama berikut: 

a. Kompetensi (Competence) 

Kompetensi merujuk pada kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan 

pihak yang dipercaya dalam melaksanakan tugas atau memenuhi kebutuhan 

pihak lain. Semakin tinggi kompetensi yang ditunjukkan, semakin besar 

kepercayaan yang diberikan. Kompetensi mencakup profesionalisme, kualitas 

layanan, ketepatan informasi, dan kemampuan menyelesaikan masalah. 

b. Integritas (Integrity) 

Integritas berkaitan dengan kejujuran, konsistensi tindakan, dan 

komitmen dalam menepati janji. Integritas membuat seseorang atau lembaga 

dianggap dapat dipercaya karena bertindak sesuai nilai, aturan, serta prinsip 

yang berlaku. Integritas yang tinggi menciptakan kepastian dan rasa aman bagi 

pihak yang memberikan kepercayaan. 

c. Niat Baik (Benevolence) 

Niat baik menunjukkan keyakinan bahwa pihak yang dipercaya 

memiliki kepedulian, empati, dan tidak akan melakukan tindakan yang 

merugikan. Niat baik memperlihatkan bahwa suatu pihak bertindak tidak 

hanya demi kepentingannya sendiri, tetapi juga mempertimbangkan 
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kepentingan pihak lain. Ketika niat baik muncul secara konsisten, kepercayaan 

berkembang lebih kuat. 

   Kepercayaan merupakan salah satu aspek yang mendapatkan 

perhatian dan banyak dibahas oleh para ahli manajemen, baik yang terdapat 

didalam referensi dasar manajemen maupun perilaku organisasi. Stephen P. 

Robbins et.al menyatakan bahwa “ Trust is a positive expectation that another 

will not-trought words, action, or decision-act opportunistically”. Kepercayaan 

adalah harapan positif bahwa orang lain tidak akan berbuat oportunistik 

mengacu pada resiko dan kerawanan bawaan didalam hubungan berbasis 

kepercayaan. Kepercayaan menjadi rawan disaat, misalnya membuka informasi 

pribadi atau berpegang teguh pada janji orang lain
16

. Hal tersebut berarti bahwa 

jika kepercayaan luntur akan berdampak serius terhadap kinerja tim. Begitu 

pula sebaliknya jika sesama pegawai saling mempercayai maka mereka akan 

bersedia menanggung dampak dari tindakan yang diambil secara bersama-

sama. 

2. Teori Akuntansi Syariah (Islamic Accounting Theory) 

Teori akuntansi syariah berkembang dari pemikiran para ilmuan muslim 

mengenai perlunya sistem akuntansi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Salah-

satu tokoh utama dalam pengembangan teori akuntansi syariah adalah Muhammad 

Umer Chapra yang menekankan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus 

berorientasi pada keadilan, amanah dan kemaslahatan sesuai tujuan syariah. Dalam 

perkembangan ilmu akuntansi syariah modern di Indonesia, tokoh yang paling 
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dikenal sebagai penggagas teori akuntansi syariah adalah Iwan Triyuwono. 

Menurut Triyuwono, akuntansi syariah merupakan sistem pertanggungjawaban 

yang tidak hanya berorientasi kepada pemilik modal (stakeholders), tetapi juga 

kepada Allah SWT sebagai pemilik mutlak seluruh sumber daya.  

Teori akuntansi syariah merupakan seperangkat konsep, prinsip, dan 

kaidah pencatatan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Akuntansi syariah 

tidak hanya berfokus pada pelaporan keuangan secara konvensional, tetapi juga 

menekankan aspek moral, etika, dan pertanggungjawaban kepada Allah serta 

sesama manusia. Dalam perspektif ini, aktivitas ekonomi dipandang sebagai 

amanah yang harus dikelola secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh 

karena itu, akuntansi tidak hanya sekadar alat informasi finansial, tetapi juga 

instrumen untuk menjaga keadilan, mencegah kecurangan, dan memastikan bahwa 

transaksi dilakukan sesuai ketentuan syariah.
17

 

 

تُبُوْهُۗ 
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َ
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ٰ
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َّ
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َ
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Terjemahan: 

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya”.
18

 

Ayat tersebut menjadi dasar normatif akuntansi syariah karena 

memerintahkan setiap transaksi dicatat secara benar. Pencatatan tersebut 
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mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab dalam 

pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, QS. Al-Baqarah ayat 282 dijadikan 

sebagai salah-satu landasan utama dalam pengembangan konsep akuntansi syariah. 

Akuntansi tidak dipandang sekadar alat untuk menghasilkan informasi 

keuangan bagi pemangku kepentingan, tetapi juga sarana untuk menegakkan nilai 

keadilan (al-„adl), kejujuran (shidq), tanggung jawab (amanah), keseimbangan 

(tawazun), dan kemaslahatan (maslahah). Oleh karena itu, fokus utama akuntansi 

syariah bukan hanya pada profitabilitas, melainkan juga pada sejauh mana 

aktivitas ekonomi tersebut selaras dengan tujuan syariah (Maqāṣid al-Syarī„ah), 

yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta 

Akuntansi syariah juga menekankan keseimbangan antara kepentingan 

individu dan kemaslahatan masyarakat. Setiap transaksi harus berlandaskan 

prinsip kejujuran, keadilan, dan larangan riba, gharar, serta praktik-praktik yang 

dapat merugikan pihak lain. Dalam penerapannya, konsep ini menghasilkan 

laporan keuangan yang mencerminkan keadaan sebenarnya (true and fair view) 

serta mampu menggambarkan keberkahan, kemanfaatan, dan tanggung jawab 

sosial. Dengan demikian, Akuntansi syariah bukan hanya tentang bagaimana suatu 

entitas memperoleh keuntungan, tetapi lebih pada bagaimana kegiatan tersebut 

membawa manfaat, menghindarkan kemudaratan, dan menciptakan keseimbangan 

dalam kehidupan ekonomi umat.
19

  

Salah satu karakter utama teori akuntansi syariah adalah konsep kesetaraan 

antara aspek spiritual dan material. Artinya, transaksi ekonomi tidak hanya dinilai 

dari sudut manfaat finansial, tetapi juga dampaknya terhadap moralitas dan 
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keberkahan. Dalam kerangka ini, akuntansi syariah menekankan bahwa harta (al-

māl) merupakan titipan dari Tuhan yang harus dikelola secara hati-hati dan 

bertanggung jawab. Sebab itu, laporan keuangan tidak boleh mengandung unsur 

manipulasi, ketidakjelasan, atau riba, serta harus transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan di dunia maupun di hadapan Allah SWT.
20

 

Akuntansi syariah juga menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi. 

Setiap pihak yang terlibat harus mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya. 

Prinsip al-tabayyun (kejelasan informasi), al-wafa bi al-„uqud (pemenuhan akad), 

dan la tazhlimuna wa la tuzhlamun (tidak menzalimi dan tidak dizalimi) menjadi 

pedoman dasar akuntansi syariah. Dengan demikian, penyusunan laporan 

keuangan syariah tidak sekadar mematuhi standar teknis, tetapi juga memastikan 

tidak ada hak yang terabaikan, baik hak manusia maupun hak sosial seperti zakat, 

infak, sedekah, dan dana kebajikan lainnya.
21

 

Teori ini mengatur bahwa pengakuan harta, kewajiban, dan ekuitas harus 

sesuai dengan akad yang melandasi transaksi tersebut. Setiap akad, seperti jual 

beli, sewa, bagi hasil, atau hibah, memiliki implikasi akuntansi yang berbeda. Hal 

inilah yang membedakan akuntansi syariah dari akuntansi konvensional, yang 

umumnya berfokus pada aspek keuntungan finansial dan kepatuhan terhadap 

standar formal semata. Teori Akuntansi syariah memberikan panduan menyeluruh 

agar segala bentuk aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, 

keterbukaan, amanah, serta orientasi pada kemaslahatan, sehingga dapat 
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menciptakan tata kelola keuangan yang bukan hanya profesional namun juga 

bernilai ibadah. 

C. Tinjauan Konseptual 

1. Building Trust  

Trust building diambil dari kata trust dan building, Trust artinya 

kepercayaan. Trust (kepercayaan) adalah sesuatu yang amat berharga. Semua 

aktifitas yang dilandasi atas unsur kepercayaan maka akan terhindar dari su‟udzon 

atau prasangka buruk. Rasulullah sebelum mengembang risalah kenabian telah 

mencontohkan untuk memegang kuat tali kepercayaan. Kepercayaan adalah 

eskpektasi yang dipegang oleh individu bahwa ucapan seseorang dapat 

diandalkan.
22

 

Trust (kepercayaan) merupakan salah-satu aspek yang mendapatkan 

perhatian dan banyak dibahas oleh para ahli manajemen, baik yang terdapat 

didalam referensi dasar manajemen maupun perilaku organisasi.  

Kepercayaan juga merupakan salah-satu unsur yang dipersyaratkan untuk 

membangun tim yang baik. Seperti halnya atasan harus percaya bahwa dengan 

adanya waktu yang cukup pengawai akan mendukung perubahan yang dibutuhkan 

untuk mengimplementasikan pengembangan tim yang efektif. Ketidakpercayaan 

menimbulkan sikap yang sinis dalam membangun kerja tim dalam organisasi.
23
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Timbulnya trust dipengaruhi oleh pengalaman dimasa lalu. Forsyth 

berpendapat pengalaman positif yang konsisten dimasa lalu dengan satu pihak 

akan meningkatkan rasa saling percaya sehingga akan menumbuhkan harapan 

akan hubungan yang baik di masa yang akan dating. Berdasarkan paparan di atas 

mengenai trust, maka dapat diartikan trust (kepercayaan) adalah suatu kesediaan 

seseorang untuk mempercayai orang/hal lain karena adanya niat baik, jujur, 

kompetensi, keterbukaan dan dapat diandalkan sehingga membuat trustee 

konsekuen dengan resiko yang muncul.
24

 

Building trust (membangun kepercayaan) adalah proses membangun dan 

memperkuat hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, kejujuran, dan 

integritas antara individu, kelompok, atau organisasi. Kepercayaan adalah fondasi 

dalam hubungan personal dan profesional, karena memungkinkan seseorang untuk 

merasa aman, dihargai dan dipahami.  

2. Akuntansi Syariah 

Lahirnya sistem syariah dilatarbelakangi oleh berkembangnya masyarakat 

muslim di Indonesia yang diiringi dengan kesadaran terhadap ketidakadilan skema 

perbankan konvensional. Secara konseptual, praktik akuntansi syariah hadir 

sebagai solusi atas permasalahan transaksi konvensional yang tidak sesuai dengan 

nilai-nilai Islami. Aspek-aspek akuntansi konvensional tidak dapat diterapkan pada 

lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip Islam, baik dari implikasi akuntansi 

maupun akibat ekonomi.  
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Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, 

mengolah dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan 

keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan 

mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.
25

 

Akuntansi syariah merupakan bagian dari praktik akuntansi syariah yang 

diperlukan sebagai landasan dalam pengembangan praktik akuntansi syariah. 

Pemahaman yang benar tentang teori akuntansi syariah akan mendorong 

perkembangan akuntansi menuju praktik akuntansi yang sesuai dengan 

prinsipprinsip syariah. Bahwa praktik akuntansi syariah hadir sebagai jawaban atas 

permasalahan transaksi konvensional yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. 

Teori akuntansi syariah diperlukan untuk menjelaskan berbagai asumsi dasar yang 

mendasari praktik akuntansi syariah di Indonesia dan menjelaskan praktik 

akuntansi yang sudah berjalan dan landasan dalam pengembangan akuntansi 

syariah pada masa akan datang.
26

 

Akuntansi syariah merupakan cabang akuntansi yang berlandaskan pada 

prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, akuntansi syariah memastikan bahwa 

seluruh transaksi keuangan dan operasi bisnis yang dilakukan oleh suatu entitas 

ekonomi sesuai dengan hukum dalam Islam. Prinsip-prinsip syariah mencakup 

aturan atau landasan berdasarkan al-quran dan hadits serta nilai-nilai  islam  yang  

diajarkan. Akuntansi  syariah memiliki  tujuan yaitu  untuk memastikan bahwa 

laporan keuangan dan praktik dalam bisnis berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip 
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akuntansi yang di perbolehkan dalam islam, dengan prinsip adil, transparan, 

akuntabilitas, dan keberlanjutan. Untuk tujuan yang lebih luasnya akuntansi 

syariah bertujuan suapaya tercapainya keseimbangan antara keuangan dan moral 

dalam suatu bisnis.  

Berbeda dengan akuntansi konvensional yang memperoleh jawaban atau 

solusi dari permasalahan melalui taktik cerdik atau penalaran yang sehat. 

Akuntansi syariah memperoleh jawaban atau solusi melalui penjelasan dalam al-

quran yang merupakan pedoman untuk umat muslim. Akuntansi syariah 

sebenarnya merupakan jawaban dari segala masalah ekonomi dan di peruntukkan 

tidak hanya untuk umat muslim saja namun untuk seluruh umat karena 

karakteristik al-quran adalah rahmatan lil „alamin.
27

 

Akuntansi syariah adalah cabang akuntansi yang menerapkan prinsip-

prinsip Islam dalam proses pencatatan, pelaporan dan pegungkapan informasi 

keuangan. Akuntansi syariah adalah suatu proses dalam mengolah data keuangan 

pribadi/perusahaan berdasarkan syariah/aturan hukum Islam. Akuntansi syariah 

lebih berorientasi kepada masalah-masalah agama dan sosial. Orientasi penyajian 

informasi akuntansi syariah diekspektasikan memberi informasi yang lebih adil 

dengan akuntansi modern. 

 Prinsip syariah diturunkan dari tiga sumber, yaitu Al-qur‟an, hadis, dan 

fiqih yang merupakan sumber hukum yang berurutan secara hirarki. Prinsip-

prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yang terkandung dalam Al-
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Qur‟an surah Al-Baqarah; 282, dapat disimpulkan sebagai prinsip 

pertanggungjawaban (Accountability), prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.
28

 

Tujuan diterapkannya akuntansi syariah adalah untuk mencapai keadilan 

sosial-ekonomi, dan sebagai bentuk menjalankan ibadah kita dalam memenuhi 

kewajiban kepada Allah SWT, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita terhadap 

tugas individu dalam melaporkan segala hal yang berkaitan dengan laporan 

keuangan. Tujuan laporan keuangan syariah adalah untuk menyediakan informasi 

yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu 

entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi, tujuan lainnya adalah:  

a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi dan 

kegiatan usaha.  

b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi 

asset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip 

syariah bila ada yang dalam perolehan dan penggunaannya.  

c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab 

entitas dan syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, 

menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. 

d. Informasi mengenai keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal 

dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi mengenai pemenuhan 

kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah
29

. 
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3. Praktik Pengelolaan Keuangan dalam Akuntansi Syariah 

a. Pengertian Praktik Pengelolaan Keuangan 

Praktik pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam 

penyelenggaraan lembaga publik, khususnya lembaga yang berbasis pelayanan 

keagamaan seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam konteks akuntansi 

syariah, pengelolaan keuangan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas 

administratif berupa pencatatan dan pelaporan, tetapi juga sebagai amanah 

syariah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, 

kejujuran, dan pertanggungjawaban.  

Akuntansi syariah memandang keuangan bukan semata-mata sebagai 

objek teknis pencatatan dan pelaporan, melainkan sebagai amanah yang harus 

dikelola secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip utama 

dalam akuntansi syariah, seperti amanah, kejujuran (shiddiq), keadilan (al-

„adl), keterbukaan (transparansi), dan akuntabilitas, menjadi landasan normatif 

dalam setiap praktik pengelolaan keuangan
30

. Prinsip-prinsip ini bertujuan 

untuk mencegah terjadinya penyimpangan, ketidakadilan, serta penyalahgunaan 

wewenang dalam pengelolaan dana publik. 

Dalam konteks KUA, praktik pengelolaan keuangan mencakup berbagai 

aktivitas, mulai dari perencanaan anggaran, penggunaan dana operasional, 

pencatatan transaksi keuangan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban 

kepada instansi terkait. Seluruh rangkaian aktivitas tersebut harus dijalankan 

secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik secara 

administratif maupun secara syariah. Ketika pengelolaan keuangan dilakukan 
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secara profesional dan berlandaskan nilai-nilai syariah, maka lembaga akan 

dipersepsikan sebagai institusi yang dapat dipercaya oleh masyarakat. 

Akuntansi syariah memandang setiap pengelolaan dana sebagai bentuk 

pertanggungjawaban vertikal kepada Allah SWT dan pertanggungjawaban 

horizontal kepada masyarakat. Oleh karena itu, praktik pengelolaan keuangan 

dalam lembaga keagamaan memiliki konsekuensi moral dan sosial yang kuat, 

karena berhubungan langsung dengan tingkat kepercayaan (trust) masyarakat 

terhadap lembaga tersebut
31

. Dalam konteks KUA, praktik pengelolaan 

keuangan mencakup berbagai aktivitas, mulai dari perencanaan anggaran, 

penggunaan dana operasional, pencatatan transaksi keuangan, hingga pelaporan 

dan pertanggungjawaban kepada instansi terkait. Seluruh rangkaian aktivitas 

tersebut harus dijalankan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, baik secara administratif maupun secara syariah. Ketika pengelolaan 

keuangan dilakukan secara profesional dan berlandaskan nilai-nilai syariah, 

maka lembaga akan dipersepsikan sebagai institusi yang dapat dipercaya oleh 

masyarakat. 

Kepercayaan masyarakat (building trust) merupakan modal sosial yang 

sangat penting bagi keberlangsungan lembaga pelayanan publik. Trust tidak 

muncul secara instan, melainkan dibangun melalui proses panjang yang 

melibatkan konsistensi perilaku, integritas aparatur, serta transparansi dalam 

setiap kebijakan dan tindakan
32

. Dalam perspektif akuntansi syariah, trust 
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masyarakat lahir dari keyakinan bahwa lembaga mengelola keuangan secara 

jujur, adil, dan tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan. 

Praktik pengelolaan keuangan yang transparan berperan penting dalam 

membangun trust masyarakat. Transparansi memungkinkan masyarakat atau 

pihak terkait untuk mengetahui bagaimana dana dikelola, untuk apa digunakan, 

dan bagaimana pertanggungjawabannya. Keterbukaan informasi keuangan 

menciptakan rasa aman dan mengurangi potensi kecurigaan terhadap lembaga. 

Sebaliknya, praktik pengelolaan keuangan yang tertutup dan tidak jelas dapat 

menimbulkan prasangka negatif serta menurunkan tingkat kepercayaan 

masyarakat. 

Selain transparansi, akuntabilitas juga menjadi faktor kunci dalam 

membangun trust. Akuntabilitas dalam akuntansi syariah tidak hanya bersifat 

horizontal (pertanggungjawaban kepada atasan atau negara), tetapi juga bersifat 

vertikal, yaitu pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Kesadaran akan 

pertanggungjawaban ganda ini mendorong aparatur KUA untuk lebih berhati-

hati dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan. Ketika aparatur 

memiliki kesadaran moral dan spiritual dalam menjalankan tugas, maka praktik 

pengelolaan keuangan akan lebih mencerminkan nilai kejujuran dan amanah. 

Prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan juga berkontribusi besar 

terhadap pembentukan trust masyarakat. Keadilan tercermin dalam penggunaan 

dana yang sesuai dengan peruntukannya, tidak diskriminatif, serta tidak 

menguntungkan pihak tertentu secara tidak wajar. Masyarakat akan menaruh 

kepercayaan yang lebih besar kepada lembaga yang dinilai adil dan tidak 
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menyalahgunakan kekuasaan
33

. Dalam konteks KUA, keadilan dalam 

pengelolaan keuangan menjadi penting karena lembaga ini berinteraksi 

langsung dengan masyarakat dalam pelayanan keagamaan yang sensitif dan 

bernilai sakral. 

Building trust masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh konsistensi 

praktik pengelolaan keuangan. Konsistensi antara aturan, pelaksanaan, dan 

pelaporan akan memperkuat citra lembaga sebagai institusi yang profesional 

dan dapat dipercaya. Jika praktik pengelolaan keuangan hanya baik secara 

administratif tetapi tidak konsisten dalam penerapannya, maka trust masyarakat 

akan mudah runtuh. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntansi syariah harus 

dilakukan secara berkelanjutan dan tidak bersifat formalitas semata. 

Dalam perspektif komunikasi publik, praktik pengelolaan keuangan 

yang baik juga merupakan bentuk komunikasi non-verbal antara lembaga dan 

masyarakat. Cara lembaga mengelola keuangan mencerminkan nilai, budaya, 

dan etos kerja aparatur di dalamnya
34

. Ketika masyarakat melihat adanya 

keteraturan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, 

maka secara tidak langsung terbentuk persepsi positif yang memperkuat 

kepercayaan terhadap lembaga. 

Di KUA Kecamatan Lembang, praktik pengelolaan keuangan menjadi 

isu penting mengingat peran KUA sebagai representasi negara dalam urusan 

keagamaan. Masyarakat tidak hanya menilai KUA dari aspek pelayanan 

administratif, tetapi juga dari integritas dan amanah aparatur dalam mengelola 
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keuangan. Ketika terjadi kesenjangan antara nilai-nilai syariah yang diajarkan 

dengan praktik pengelolaan keuangan yang dijalankan, maka trust masyarakat 

berpotensi mengalami penurunan. 

Sebaliknya, jika praktik pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan 

Lembang dijalankan sesuai prinsip akuntansi syariah, maka akan tercipta 

hubungan yang harmonis antara lembaga dan masyarakat. Trust yang terbangun 

akan mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan legitimasi lembaga, 

serta memperkuat fungsi KUA sebagai lembaga pelayanan keagamaan yang 

profesional dan berintegritas
35

. Kepercayaan masyarakat juga menjadi modal 

penting dalam mendukung keberhasilan program-program KUA, baik dalam 

bidang pelayanan nikah, bimbingan keagamaan, maupun pembinaan 

masyarakat. 

Dengan demikian, praktik pengelolaan keuangan dalam perspektif 

akuntansi syariah tidak hanya berdampak pada aspek internal lembaga, tetapi 

juga memiliki implikasi sosial yang luas, khususnya dalam membangun dan 

menjaga kepercayaan masyarakat. Building trust masyarakat merupakan hasil 

dari praktik pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, adil, dan 

amanah. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik pengelolaan keuangan di 

KUA Kecamatan Lembang menjadi penting untuk memahami sejauh mana 

nilai-nilai akuntansi syariah telah diimplementasikan dalam mendukung 

terbentuknya kepercayaan masyarakat. 
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b. Praktik Pengelolaan Keuangan dalam Akuntansi Syariah 

Dalam perspektif akuntansi syariah, praktik pengelolaan keuangan 

mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan (planning), 

pelaksanaan (actuating), pencatatan, pengawasan (controlling), dan pelaporan 

keuangan, yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Pengelolaan keuangan tidak 

boleh mengandung unsur riba, gharar, manipulasi, maupun ketidakadilan
36

. 

Pengelolaan keuangan yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip utama 

akuntansi syariah, yaitu: 

1. Amanah, yaitu pengelolaan dana dilakukan secara jujur dan bertanggung 

jawab; 

2. Transparansi, yaitu keterbukaan informasi keuangan kepada pihak yang 

berkepentingan; 

3. Keadilan, yaitu penggunaan dana sesuai peruntukan dan tidak merugikan 

pihak lain; 

4. Akuntabilitas, yaitu setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan 

secara administratif dan moral; 

5. Kepatuhan Syariah, yaitu seluruh proses pengelolaan keuangan sesuai 

dengan ketentuan syariat Islam. 

c. Praktik Pengelolaan Keuangan sebagai Objek Akuntansi Syariah 

Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan dalam lembaga seperti KUA 

dapat dianalisis sebagai objek akuntansi syariah melalui beberapa pendekatan 

37
berikut: 
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1. Pengelolaan Keuangan sebagai Amanah 

Dana yang dikelola oleh KUA, baik yang bersumber dari negara 

maupun dari masyarakat, merupakan titipan yang wajib dijaga. Dalam 

akuntansi syariah, amanah menjadi prinsip utama yang mengharuskan 

pengelola keuangan bertindak jujur, tidak menyalahgunakan dana, serta 

menghindari praktik manipulatif. 

2. Pengelolaan Keuangan sebagai Sistem Pertanggungjawaban 

Setiap transaksi keuangan harus dicatat secara sistematis dan dilaporkan 

secara jelas. Prinsip hisab dalam akuntansi syariah menegaskan bahwa setiap 

rupiah yang dikelola akan dimintai pertanggungjawaban, tidak hanya di dunia 

tetapi juga di akhirat. 

3. Pengelolaan Keuangan sebagai Instrumen Pelayanan 

Pengelolaan keuangan yang baik akan mendukung kualitas pelayanan 

kepada masyarakat. Ketika dana digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan 

transparan, maka pelayanan keagamaan yang diberikan menjadi lebih optimal 

dan profesional. 

d. Praktik Pengelolaan Keuangan dan Building Trust Masyarakat 

Kepercayaan masyarakat (public trust) merupakan modal sosial utama 

bagi lembaga pelayanan publik. Dalam perspektif akuntansi syariah, trust tidak 

dibangun melalui pencitraan, tetapi melalui praktik nyata pengelolaan keuangan 

yang jujur, terbuka, dan adil
38

. 

Praktik pengelolaan keuangan yang transparan akan: 

1. Mengurangi kecurigaan masyarakat terhadap penyalahgunaan dana; 
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2. Meningkatkan legitimasi lembaga di mata publik; 

3. Menumbuhkan rasa aman dan nyaman masyarakat dalam menerima 

layanan; 

4. Memperkuat hubungan antara lembaga dan masyarakat. 

Sebaliknya, pengelolaan keuangan yang tidak tertib, tertutup, dan tidak 

akuntabel berpotensi meruntuhkan kepercayaan masyarakat dan mencederai 

nilai-nilai syariah. 

e. Dimensi Akuntansi Syariah dalam Praktik Pengelolaan Keuangan KUA 

Dalam konteks KUA Kecamatan Lembang, praktik pengelolaan 

keuangan dapat dilihat dari beberapa dimensi berikut: 

1. Perencanaan keuangan, meliputi penyusunan anggaran kegiatan layanan 

keagamaan; 

2. Pelaksanaan penggunaan dana, yaitu kesesuaian antara rencana dan 

realisasi; 

3. Pencatatan transaksi, sebagai bentuk transparansi dan keteraturan 

administrasi; 

4. Pelaporan keuangan, yang mencerminkan akuntabilitas kepada atasan dan 

masyarakat; 

5. Pengawasan internal, untuk mencegah penyimpangan dan memastikan 

kepatuhan syariah. 

Konsistensi dalam menjalankan dimensi tersebut akan mencerminkan 

kualitas pengelolaan keuangan berbasis akuntansi syariah. 

f. Implikasi Praktik Pengelolaan Keuangan terhadap Kepercayaan Masyarakat 
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Praktik pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi 

syariah akan memberikan dampak langsung terhadap tingkat kepercayaan 

masyarakat
39

. Masyarakat akan memandang KUA sebagai lembaga yang: 

1. Profesional dan berintegritas; 

2. Layak dipercaya dalam mengelola urusan keagamaan; 

3. Menjalankan nilai-nilai Islam secara substantif, bukan simbolik. 

Dengan demikian, pengelolaan keuangan tidak hanya berdampak pada 

aspek administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen building trust yang 

memperkuat legitimasi dan wibawa lembaga di tengah masyarakat. 

Praktik pengelolaan keuangan dalam perspektif akuntansi syariah 

merupakan proses yang sarat dengan nilai etika dan tanggung jawab moral. 

Ketika pengelolaan keuangan dijalankan secara amanah, transparan, dan 

akuntabel, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh secara alami. Oleh 

karena itu, penguatan praktik pengelolaan keuangan berbasis akuntansi syariah 

menjadi kunci utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat 

terhadap KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah 

penting. Keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian 

yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir  

 

Teori Kepercayaan 

(Trust Theory) 

Teori Akuntansi Syariah  

(Islamic Accounting Theory) 

Tahapan Pengelolaan Keuangan 

 

Analisis Building Trust dalam Akuntansi 

Syariah pada Praktik Pengelolaan Keuangan di 

KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang 

Praktik Pengelolaan Keuangan di KUA 

Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah 

Building Trust Masyarakat terhadap KUA 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi 

beberapa hal yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan 

teknik analisis data. 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Kualitatif merupakan 

salah satu pendekatan yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. 

Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kulitatif. Kemudian landasan 

teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta 

dilapangan.
40

 Yang mana terkait dengan Analisis Building Trust dalam Akuntansi 

Syariah pada praktik Pengelolaan Keuangan di Kua Kecamatan Lembang Kab. 

Pinrang.  

Metode penelitian kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan 

lebih meneliti ke subtansi makna dari fenomena tersebut.
41

 Penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan 

maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia, serta penelitian tidak berusaha 
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menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan 

demikian tidak menganalisis angka-angka.
42

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat proses penelitian berlangsung agar 

mampu memberikan kejelasan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

serta ruang lingkup pada penelitian ini memiliki batasan wilayah yang objek 

penelitiannya dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan setelah penyusunan proposal penelitian dan 

telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian, penulis akan 

melakukan penelitian selama 2 bulan lamanya. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan yang akan 

dilakukan, atau dengan kata lain ialah garis besar dari pengamatan penelitian. Dalam 

penilitian ini akan berfokus pada praktik pengelolaan keuangan di Kecamatan 

Lembang. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan 

selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data merupakan 

subjek dimana data tersebut diperoleh, penelitian kualitatif memiliki sumber data 
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utama dari pengucapan, tindakan, serta data tambahan yang mendukung seperti 

dokumen, buku dan lain-lain. 

Sumber data dalam penelitian ini antara lain: 

1. Data Primer 

Sumber data primer penelitian ini berasal dari data lapangan yang 

diperoleh melalui wawancara terstruktur terhadap informan yang berkompeten dan 

memiliki pengetahuan tentang penelitian ini. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sumbernya diperoleh dari beberapa buku 

atau data pendukung yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi 

melalui dokumen dan hasil penelitian relevan untuk melengkapi informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti dapat memperoleh semua sumber informasi atau bukti suatu kasus 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Berikut ini adalah metode yang 

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data:  

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah aktivitas terhadap suatu proses atau 

objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari 

sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui 

sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk 

melanjutkan suatu penelitian.
43
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Metode observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang 

bagaimana praktik pengelolaan keuangan di Kecematan Lembang.  

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan dimana dua orang atau lebih, dengan cara bertatap muka dan 

mendengarkan secara langsung, agar informasi yang didapatkan sesuai dengan 

fakta. 

3. Dokumentasi  

Dalam sebuah penelitian tentu membutuhkan yang namanya dokumentasi 

sebagai bukti pendukung dari segala informasi yang didapatkan baik berupa 

tulisan maupun gambar kasus yang diteliti.  

F. Uji Keabsahan Data 

Teknik uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah triangulasi 

data. Triangulasi merupakan salah-satu pendekatan yang dilakukan peneliti untuk 

menggali dan melakukan teknik pengolahan data kualitatif. Teknik triangulasi bisa 

diibaratkan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil 

wawancara terhadap objek penelitian. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 

dengan model interaktif. Terdiri dari empat hal utama, yaitu:  

1. Pengumpulan Data 

Data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi 

yang akan ditulis dicatatan lapangan yang terdiri dari dua aspek, yaitu deskripsi 
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dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang 

dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa 

adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai. 

Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang berisikan kesan, komentar, dan 

tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana 

pengumpulan data untuk tahap berikutnya. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

langkah-langkah penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.  

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan seleksi, 

membuat ringkasan atau uraian singkat, pengelompokkan guna mempertajam, 

mempertegas, menyingkat, membuang bagian yang tidak diperlukan, dan 

mengatur data agar dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.  

3. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan gabungan sejumlah informasi yang tersusun 

dalam berbagai bentuk. Sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan lebih lanjut. Penyajian data yang dimaksud untuk lebih 

mudah dalam memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan 

selanjutnya. 

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Penarikan kesimpulan sebagai langkah akhir dalam pembuatan suatu 

laporan merupakan usaha untuk mencari atau memahami makna. Keteraturan pola-
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pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi sebagai jawaban dari rumusan 

masalah penelitian. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan melihat 

dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh 

pemahaman yang lebih tepat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Lembang Kabupaten Pinrang dengan tujuan untuk mengetahui praktik 

pengelolaan keuangan dalam membangun kepercayaan (building Trust) 

masyarakat serta penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan 

keuangan. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dengan 

kepala KUA, pihak yang terlibat dengan pengelolaan keuangan dan masyarakat 

pengguna layanan, serta dokumentasi yang berkaitan.  

1. Proses Building Trust Masyarakat terhadap KUA Kecamatan Lembang 

Melalui Praktik Pengelolaan Keuangan Berbasis Akuntansi Syariah 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa 

pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang telah dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan Kementerian Agama. Pengelolaan 

keuangan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saing berkaitan. Tahapan 

tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang 

akuntabel, transparan dan sesuai prinsip-prinsip syariah. Adapun tahap 

pengelolaan di KUA Kecamatan Lembang antara lain: 

a. Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan 

Lembang, diketahui bahwa sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan 

mengacu pada ketentuan pemerintah melalui Biaya Operasional Perkantoran 

(BOP). Seluruh penggunaan anggaran terlebih dahulu direncanakan sesuai 
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kebutuhan operasional kantor sehingga tidak digunakan diluar ketentuan 

yang telah ditetapkan.  

Sebagaimana disampaikan oleh bapak kepala KUA bapa Asmady ketika 

peneliti menanyakan mengenai sistem pengelolaan keuangan yang 

diterapkan di KUA Kecamatan Lembang, yaitu: 

     “Sistem yang diterapkan di KUA sesuai dengan aturan dari Kabupaten 

jadi kami kami melakukan sesuai ketentuan BOP”.
44

 

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tahap perencanaan menjadi 

dasar dalam pengelolaan keuangan. Seluruh transaksi yang akan 

dilaksanakan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan 

sehinggan penggunaan dana tetap berada dalam koridor peraturan 

pemerintah. 

b. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara, dana operasional 

yang diterima KUA Kecamatan Lembang berasal dari pemerintah pusat dan 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor, seperti 

penyediaan alat tulis kantor, pemeliharaan kantor serta pelaksanaan rapat 

dan kegiatan pelayanan masyarakat.  

Seperti yang dikatakan oleh bapa Abdul Halid selaku bendahara/pengelola 

keuangan KUA Kecamatan Lembang mengatakan: 

     “Kami menerima dana daripusat sebesar RP. 17.000.000 yang diterima 

dua kali dalam satu tahun kemudian dikelola dengan mendanai 

keperluan kantor seperti alat tulis kantor, perbaikan kantor serta 

kegiatan rapat atau acara pertemuan”.
45
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dana 

operasional yang diterima KUA Kecamatan Lembang digunakan untuk 

menunjang kegiatan pelayanan dan kebutuhan administrasi kantor. Dana 

tersebut digunakan sesuai kebutuhan operasional lembaga seperti kegiatan 

pelayanan masyarakat dan kebutuhan administrasi. Hasil observasi peneliti 

juga menunjukkan bahwa penggunaan dana operasional dilakukan untuk 

mendukung aktivitas pelayanan dikantor KUA sehingga kegiatan 

administrasi dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik. 

c. Tahap Penatausahaan 

Hasil penelitian menunjukkan setiap transaksi penerimaan maupun 

pengeluaran dicatat secara tertib sebagai bagian dari administrasi keuangan. 

Seluruh dokumen pendukung, seperti kwitansi dan nota pembelian disimpan 

secara sistematis agar memudahkan proses pemeriksaan dan penyusunan 

laporan pertanggungjawaban.  

Berikut kutipan wawancara oleh bapa Abdul Halid yang mengatakan: 

     “Setiap tahun kami menyusun mulai dari kwintansi, penggunaan 

anggaran dan lain sebagainya itu semua kami susun secara rapi”.
46

 

Selain itu, seluruh transaksi keuangan juga dicatat secara tertulis karena 

nanti akan digunakan dalam laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah 

pusat.  

Seperti yang dikatakan oleh bapa Abdul Halid: 

     “Semua transaksi dicatat secara tertulis karena itu nanti akan dilaporkan 

ke pusat jadi harus tersusun rapi”.
47
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Berdasarkan hasil observasi, pencatatan administrasi dilakukan dengan 

menyimpan bukti transaksi seperti nota dan kwitansi penggunaan anggaran. 

Bukti tersebut digunakan sebagai dokumen pendukung dalam laporan 

keuangan. 

d. Tahap Pelaporan 

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh transaksi yang dicatat kemudian 

disusun menjadi laporan keuangan yang disampaikan kepada Kantor 

Kementerian Agama sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan 

anggaran. Penyusunan laporan dilakukan secara rutin berdasarkan data 

transaksi yang telah didokumentasikan sebelumnya. 

Hal tersebut disampaikan oleh bapa Abdul Halid yang mengatakan: 

     “Semua transaksi akan kami catat pemasukan maupun pengeluaran yang 

akan kami laporkan ketika melakukan laporan pertanggungjawaban”.
48

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap transaksi keuangan yang 

terjadi di KUA Kecamatan Lembang dicatat secara administrasi sebagai 

bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada pemerintah pusat. 

Selain itu hasil wawancara juga menunjukkan bahwa laporan keuangan 

disusun secara rutin setiap tahun. 

e. Tahap Pertanggungjawaban 

Tahap terakhir dalam pengelolaan keuangan adalah pertanggungjawaban 

penggunaan dana. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh penggunaan 

anggaran didukung oleh bukti transaksi yang sah sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. 

Berikut kutipan wawancara oleh bapa Asmady yang mengatakan: 
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     “Untuk memastikan dana sesuai dengan ketentuan yaitu apabila kami 

melakukan transaksi untuk kebutuhan kantor atau sebagainya, maka 

harus ada bukti tanda terima seperti nota yang mana disitu tercatat nama 

barang dan harga”.
49

 

Hal ini menunjukan bahwa pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan 

Lembang tidak hanya berorientasi pada penggunaan anggaran, tetapi juga 

pada kepatuhan terhadap prosedur administrasi dan akuntabilitas. Pernyataan 

tersebut juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di KUA 

Kecamatan Lembang dilakukan secara administratif dan disertai bukti 

transaksi untuk menghindari penyalahgunaan dana. 

f. Transparansi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan 

Berdasarkan hasil penelitian, KUA Kecamatan Lembang menerapkan 

keterbukaan informasi kepada masyarakat, khususnya mengenai biaya 

layanan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. meskipun informasi 

mengenai anggaran operasional yang bersumber dari pemerintah pusat tidak 

dipublikasikan secara umum, masyarakat tetap memperoleh penjelasan yang 

jelas mengenai biaya layanan nikah, prosedur administrasi dan ketentuan 

yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa transparansi diterapkan 

sesuai dengan jenis informasi yang menjadi hak masyarakat untuk diketahui. 

Hal ini disampaikan oleh bapa Asmady yang mengatakan: 

     “Sebelumnya kami tidak pernah menyampaikan kepada masyarakat dana 

yang kami kelola dari pemerintah karena dana tersebut bukan dari 

masyarakat melainkan dari pusat, kami hanya menyampaikan 

bagaimana prosedur pelayanan biaya nikah di KUA yang mana ketika 

menggunakan layanan nikah diluar kantor akan dikenakan biaya sebesar 

RP. 600.000 sesuai ketentuan pemerintah. Namun, kami juga 
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menjelaskan apabila menggunakan layanan nikah di KUA maka itu 

tidak dipungut biaya”.
50

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa keterbukaan 

informasi di KUA lebih diarahkan pada informasi pelayanan publik yang 

berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban masyarakat. Dengan adanya 

penjelasan mengenai biaya dan prosedur pelayanan, masyarakat memperoleh 

informasi yang jelas sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman dalam 

menerima layanan. 

g. Persepsi Masyarakat terhadap Transparansi Pelayanan 

Untuk mengetahui apakah transparansi yang dilakukan telah dipahami oleh 

masyarakat, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa 

masyarakat yang pernah menggunakan layanan di KUA Kecamatan 

Lembang. 

Berikut kutipan wawancara selaku masyarakat, ibu Sarina mengatakan: 

     “Untuk masalah biaya apabila kami mengurus layanan nikah dari pihak 

KUA dan saya paham masalah biaya tersebut”.
51

 

Sama halnya menurut Hasma selaku masyarakat mengatakan bahwa: 

     “Biaya untuk layanan nikah dijelaskan dari pihak KUA khususnya 

layanan nikah diluar kantor”.
52

 

Hal ini disampaikan oleh ibu Rusmah selaku masyarakat Lembang, yang 

mengatakan: 

     “untuk biaya menurut saya itu sudah jelas apalagi sudah dijelaskan dari 

pihak KUA, kalau kita mengurus administrasi pihak KUA akan 

menjelaskan semisal akan menggunakan layanan nikah dikantor itu 

gratis tetapi diluar kantor itu dikenakan biaya”.
53
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 

masyarakat memperoleh informasi yang memadai mengenai biaya 

pelayanan. Penjelasan yang diberikan oleh petugas KUA membuat 

masyarakat memahami perbedaan biaya layanan didalam dan diluar kantor 

sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

transparansi pelayanan telah berjalan dengan baik dan memberikan kepastian 

kepada masyarakat dalam memperoleh layanan. 

h. Building Trust Masyarakat terhadap KUA Kecamatan Lembang 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap 

KUA Kecamatan Lembang tidak terbentuk hanya karena adanya aturan 

pemerintah, tetapi juga karena pelaksanaan pengelolaan keuangan yang 

dilakukan secara tertib, disertai pelayanan yang jujur, terbuka dan 

bertanggung jawab. Masyarakat menilai bahwa informasi mengenai biaya 

pelayanan disampaikan secara jelas, tidak terdapat pungutan diluar 

ketentuan, serta seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang sama tanpa 

membedakan latar belakang sosial. 

Hal tersebut disampaikan oleh salah satu masyarakat Lembang, Harni yang 

mengatakan: 

     “Kalau menurut saya KUA sudah sesuai dengan aturan dan sudah 

bersikap adil tidak membeda-bedakan jadi semua dilayani tanpa ada 

yang dibeda-bedakan”.
54

 

Sama halnya yang dikatakan oleh ibu Rusmah: 

“Iya menurut saya pelayanan KUA sudah jujur, kami dilayani dengan 

baik dan dijelaskan prosedurnya”.
55

 

Begitupun yang dikatakan oleh Hasma selaku masyarakat Lembang: 
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     “Ketika mengurus apapun itu kami dilayani dengan baik dan mereka juga 

menjelaskan prosedur layanan dengan jelas jadi kami paham”.
56

 

Begitupun yang dikatakan oleh ibu Sarina, selaku masyarakat Lembang: 

“Saya melihat pihak KUA sangat jujur. Dalam menyampaikan prosedur 

layanan juga sangat jelas dan pastinya adil, tidak membeda-bedakan 

baik dari status sosialnya maupun dari segi ekonomi”.
57

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kepercayaan masyarakat terhadap KUA Kecamatan Lembang dibangun 

melalui beberapa faktor yaitu kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, 

keterbukaan informasi mengenai pelayanan, pencatatan administrasi yang 

tertib, sikap amanah dalam mengelola dana, serta pelayanan yang adil dan 

jujur kepada seluruh masyarakat. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa 

praktik pengelolaan keuangan yang dilaksanakan KUA tidak hanya 

memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan dampak positif 

terhadap terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.  

2. Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Keuangan di 

KUA Kecamatan Lembang 

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pengelolaan keuangan di KUA 

Kecamatan Lembang tidak hanya berpedoman pada ketentuan administrasi 

pemerintah, tetapi juga mencerminkan penerapan nilai-nilai akuntansi syariah. 

Nilai-nilai tersebut terlihat dari adanya prinsip amanah, kejujuran, keadilan, 

akuntabilitas dan tanggung jawab dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan. 

Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman bagi aparatur KUA dalam 

mengelola dana operasional sehingga penggunaannya sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dan dapat dipertanggujawabkan.  
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a. Penerapan Prinsip Amanah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur KUA memandang dana yang 

dikelola sebagai amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. 

Dana operasional yang diterima bukan merupakan milik pribadi pegawai, 

melainkan dana negara yang harus digunakan sesuai dengan tujuan 

penggunaannya. Oleh karena itu, setiap pengeluaran dilakukan secara hati-

hati dan tidak boleh digunakan diluar ketentuan yang telah ditetapkan. 

Menurut bapa Abdul Halid, selaku bendahara/pengelola keuangan Kantor 

KUA Kecamatan Lembang mengatakan bahwa: 

     “Dana yang kami kelola bukan milik pribadi, jadi kami harus hati-hati”.
58

 

Sama halnya yang dikatakan oleh bapak Asmady, selaku kepala KUA 

Kecamatan Lembang mengatakan bahwa: 

“Kami menganggap dana yang dikelola merupakan amanah dari negara 

sehingga penggunaannya harus sesuai dan dapat 

dipertanggungjawabkan”.
59

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aparatur KUA memiliki kesadaran 

bahwa dana yang dikelola merupakan amanah yang harus 

dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil observasi, peneliti juga 

menemukan bahwa penggunaan dana selalu diarahkan untuk mendukung 

kebutuhan operasional kantor, seperti penyediaan alat tulis kantor, kegiatan 

pelayanan serta kebutuhan administrasi lainnya sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

Sebagaimana  disampaikan oleh Harni selaku masyarakat yang mengatakan: 

     “Menurut saya, pihak KUA amanah dalam mengelola keuangan. Mereka 

juga menggunakan dana sesuai dengan ketentuan”.
60
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Sama halnya yang dikatakan oleh ibu Rusmah: 

     “Pihak KUA mereka itu amanah dalam menjalankan tugas baik itu dalam 

mengelola keuangan ataupun pelayanan”.
61

 

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip 

amanah sudah tercermin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang. 

Aparatur KUA menjalankan tanggung jawabnya dengan mengelola dana 

sesuai ketentuan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa amanah tidak hanya 

dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai tanggung 

jawab moral dalam menjaga dan mengelola dana yang dipercayakan kepada 

lembaga. Dengan demikian, prinsip amanah menjadi landasan utama bagi 

aparatur KUA dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara 

bertanggung jawab sesuai nilai-nilai akuntansi syariah. 

b. Penerapan Prinsip Kejujuran 

Penerapan prinsip kejujuran melalui pencatatan seluruh transaksi keuangan 

secara tertib dan transparan. Setiap penerimaan maupun pengeluaran dicatat 

serta dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa nota, kwitansi atau 

bukti transaksi lainnya. Kelengkapan administrasi tersebut menjadi dasar 

dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kepada Kementerian 

Agama. 

Sebagaimana disampaikan oleh bapa Abdul Halid yang mengatakan: 

     “Semua transaksi akan kami catat pemasukan maupun pengeluaran yang 

akan kami laporkan ketika melakukan laporan pertanggungjawaban”.
62

 

Selain itu kepala KUA juga menjelaskan bahwa setiap penggunaan dana 

harus memiliki bukti transaksi sebagai bentuk pengendalian administrasi. 

                                                                                                                                                                      
60

 Harni, Masyarakat Lembang, Wawancara di Karawa Kecamatan Lembang, 18 April 2026 
61

 Rusmah, Masyarakat Lembang, Wawancara di Karawa Kecamatan Lembang, 18 April 
62

 Abdul H, Bendahara KUA Kecamatan Lembang, Wawancara di KUA Kecamatan Lembang 

Kabupaten Pinrang, 13 April 2026 



53 

 

 

     “apabila kami melakukan transaksi untuk kebutuhan kantor atau 

sebagainya, maka harus ada bukti tanda terima seperti nota yang mana 

disitu tercatat nama barang dan harga”.
63

 

Berdasarkan hasil observasi, seluruh dokumen keuangan disimpan secara 

sistematis sehingga memudahkan proses pemeriksaan dan penyusunan 

laporan pertanggungjwaban. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kejujuran 

diwujudkan melalui keteraturan administrasi dan penyajian informasi 

keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Adapun wawancara dengan masyarakat diantaranya Hasma yang 

mengatakan: 

“Menurut saya, pihak KUA sudah jujur. Mereka menjelaskan biaya yang 

harus dibayarkan sesuai aturan dan mereka juga tidak pernah meminta 

biaya tambahan”.
64

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Sarina yang mengatakan: 

“Selama saya berurusan di KUA, petugas selalu memberikan penjelasan 

yang jelas mengenai biaya dan prosedur pelayanan. Saya melihat 

mereka terbuka dan tidak ada yang ditutupi, sehingga masyarakat 

merasa yakin”.
65

 

Sama halnya yang disampaikan ibu Rusma yang mengatakan: 

“Pihak KUA sudah jujur, mereka juga menjelaskan biaya layanan dengan 

jelas”.
66

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip 

kejujuran telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Lembang. Penerapan prinsip tersebut terlihat dari 

pencatatan seluruh transaksi berdasarkan kondisi yang sebenarnya, 

penggunaan bukti transaksi sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, 

serta penyampaian informasi biaya pelayanan secara terbuka kepada 

masyarakat. Dengan demikian, prinsip kejujuran diwujudkan melalui 
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kesesuaian antara transaksi yang terjadi dengan laporan pertanggungjawaban 

yang disusun oleh pihak KUA. 

c. Penerapan Prinsip Keadilan 

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh masyarakat memperoleh pelayanan 

yang sama tanpa membedakan latar belakang, status sosial maupun kondisi 

ekonomi. Penetapan biaya layanan juga mengacu pada ketentuan pemerintah 

sehingga tidak terdapat pungutan diluar aturan yang berlaku. 

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan kepala KUA Kecamatan 

Lembang yang mengatakan: 

     “Dalam memberikan pelayanan, kami berusaha memperlakukan seluruh 

masyarakat secara adil tanpa membedakan status sosial, maupun kondisi 

ekonomi. Semua pelayanan diberikan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dan setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk 

memperoleh pelayanan”.
67

 

Bendahara KUA Kecamatan Lembang juga mengatakan: 

     “Penetapan biaya pelayanan mengacu pada peraturan pemerintah 

sehingga berlaku sama bagi seluruh masyarakat. Kami tidak 

membedakan siapa pun dalam memberikan pelayanan maupun dalam 

menerapkan ketentuan biaya yang ditetapkan”.
68

 

Seperti yang disampaikan oleh Harni yang mengatakan: 

     “Kalau menurut saya KUA sudah sesuai dengan aturan dan sudah 

bersikap adil tidak membeda-bedakan jadi semua dilayani tanpa ada 

yang dibeda-bedakan”.
69

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Rusmah yang mengatakan: 

“Dalam pelayanan, pihak KUA sama sekali tidak membeda-bedakan. 

Mereka sangat adil dalam memberikan pelayanan”.
70

 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan tidak hanya 

diterapkan dalam pelayanan administrasi, tetapi juga dalam pemberian 
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informasi mengenai biaya layanan sehingga seluruh masyarakat memperoleh 

hak pelayanan yang sama. Berdasarkan hasil wawancara dari pihak KUA 

dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan telah diterapkan 

dalam pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang. Hal ini 

terlihat dari perlakuan yang sama kepada masyarakat tanpa membedakan 

latar belakang maupun status sosial serta penerapan biaya layanan yang 

mengacu pada ketentuan pemerintah. Dengan demikian, setiap masyarakat 

memperoleh hak pelayanan yang sama sesuai dengan prinsip keadilan dalam 

akuntansi syariah. 

d. Penerapan Prinsip Akuntabilitas 

Penyusunan laporan pertanggungjwaban sebagai bentuk akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan. Seluruh transaksi yang telah dicatat kemudian 

dihimpun menjadi laporan keuangan yang disampaikan kepada Kementerian 

Agama sesuai ketentuan yang berlaku. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapa Abdul Halid yang mengatakan: 

     “Kami menyusun laporan pertanggungjawaban yang kemudian akan 

dilaporkan kepada pemerintah pusat”.
71

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh bapa Asmady yang mengatakan: 

“Jadi setiap dana yang kami kelola harus dipertanggungjawabkan melalui 

laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Oleh 

karena itu, setiap yang menggunakan anggaran wajib memiliki bukti 

pendukung sebelum dimasukkan kedalam laporan 

pertanggungjawaban”.
72

 

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan bapa Abdul Halid yang 

mengatakan: 

“Seluruh transaksi dicatat, kami mengumpulkan bukti transaksi seperti 

nota, kwitansi dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya seluruh 

                                                           
71

 Abdul H, Bendahara KUA Kecamatan Lembang, Wawancara di KUA Kecamatan 

Lembang Kabupaten Pinrang, 13 April 2026 
72

 Asmady, Kepala KUA Kecamatan Lembang, Wawancara di KUA Kecamatan Lembang 

Kabupaten Pinrang, 13 April 2026 



56 

 

 

data tersebut disusun menjadi laporan pertanggungjawaban yang 

kemudian dilaporkan kepada Kementerian Agama sesuai jadwal yang 

telah ditentukan”.
73

 

Berdasarkan hasil observasi, laporan tersebut disusun dengan 

mengumpulkan seluruh bukti transaksi yang telah didokumentasi selama 

pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, seluruh penggunaan dana dapat 

dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral. 

Adapun wawancara dengan masyarakat diantaranya ibu Sarina yang 

mengatakan: 

“Menurut saya, pihak KUA bertanggung jawab dalam mengelola dana 

karena setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai aturan dan mereka 

bekerja mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah”.
74

 

Hal tersebut juga disampainkan oleh Hasma yang mengatakan: 

     “Saya melihat petugas selalu bekerja sesuai prosedur dan setiap 

pelayanan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Hal itu 

menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab terhadap tugas yang 

diberikan”.
75

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip 

akuntabilitas telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Lembang. Penerapan prinsip tersebut terlihat dari 

penyusunan laporan pertanggungjawaban secara berkala, pencatatan seluruh 

transaksi yang didukung dengan bukti administrasi, serta penyampaian 

laporan kepada Kementerian Agama sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan 

demikian, seluruh penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan. 

B. Pembahasan  

1. Proses Building Trust (membangun kepercayaan) Masyarakat terhadap 

KUA Kecamatan Lembang melalui Praktik Pengelolaan Keuangan 

Berbasis Akuntansi Syariah 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan 

Lembang Kabupaten Pinrang, diketahui bahwa proses building trust 

masyarakat terhadap KUA Kecamatan Lembang dilakukan melalui praktik 

pengelolaan keuangan yang mengendepankan keterbukaan, kejujuran, serta 

kepatuhan terhadap aturan pemerintah dan prinsip-prinsip akuntansi syariah. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

praktik pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten 

Pinrang dilakukan berdasarkan aturan pemerintah dan mengikuti ketentuan 

Biaya Operasional Perkantoran (BOP). Pengelolaan dana dilakukan sesuai 

prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama sehingga 

penggunaan dana sesuai kebutuhan operasional kantor dan tidak digunakan 

diluar ketentuan yang berlaku. Dalam teori kepercayaan (trust theory), 

kepercayaan terbentuk melalui integritas, kompetensi, dan niat baik suatu 

lembaga atau individu. Stephen P. Robbins menjelaskan bahwa kepercayaan 

merupakan harapan positif bahwa pihak lain tidak akan bertindak merugikan 

dan mampu menjalankan tugas secara konsisten.
76

  

Kepercayaan juga muncul ketika suatu lembaga mampu menunjukkan sikap 

jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Oleh 

karena itu, keterbukaan pelayanan dan kejelasan informasi biaya di KUA 

Kecamatan Lembang menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan 

masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah-satu bentuk utama proses 

building trust dilakukan melalui keterbukaan informasi mengenai biaya 

pelayanan nikah. Dana PNBP yang berasal dari pelayanan nikah merupakan 

penerimaan negara yang harus dikelola secara transaparan, akuntabel, dan 

dapat dipertanggujawabkan. Aparatur KUA secara langsung menjelaskan 

kepada masyarakat mengenai biaya nikah, khususnya biaya nikah diluar 
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kantor yang termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

Penjelasan tersebut diberikan sejak awal proses pendaftaran sehingga 

masyarakat mengetahui dengan jelas biaya, dasar hukum pembayaran, dan 

prosedur penyetorannya. Berdasarkan hasil penelitian, pembayaran biaya 

nikah dilakukan melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan pemerintah. 

Sistem pembayaran tersebut memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa 

dana yang dibayarkan masuk ke kas negara dan tidak diterima secara pribadi 

oleh pihak KUA. Mekanisme ini menunjukkan adanya transparansi dalam 

pengelolaan dana PNBP sehingga dapat meminimalkan terjadinya 

kesalahpahaman maupun kecurigaan dari masyarakat. 

Selain itu pencatatan dana PNBP yang dilakukan secara tertib juga 

menunjukkan penerapan prinsip akuntabilitas. Setiap transaksi yang terjadi 

harus memiliki bukti dan dicatat dalam administrasi keuangan sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang. Dalam akuntansi 

syariah, pencatatan transaksi merupakan bagian penting dari upaya menjaga 

amanah dan mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan. 

Transparansi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan 

masyarakat karena mampu mengurangi prasangka negatif lembaga. Ketika 

masyarakat mengetahui bahwa biaya yang dibayarkan memiliki dasar aturan 

yang jelas dan bukan pungutan pribadi pegawai, maka rasa percaya lembaga 

akan meningkat.  

Selain itu, sistem pembayaran biaya nikah melalui bank menjadi salah-satu 

faktor yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap KUA Kecamatan 

Lembang. Sistem pembayaran non tunai memberikan kepastian bahwa dana 

yang dibayarkan langsung masuk ke kas negara dan tercatat secara resmi. 

Masyarakat juga memperoleh bukti pembayaran yang dapat digunakan 

sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi. 

Kepercayaan masyarakat juga dibangun melalui sikap aparatur KUA 

yang komunikatif dan terbuka dalam memberikan pelayanan. Pegawai KUA 
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tidak menutup-nutupi informasi terkait prosedur pelayanan maupun 

pengelolaan dana. Jika masyarakat memiliki pertanyaan mengenai biaya atau 

mekanisme administrasi, pegawai bersedia memberikan penjelasan secara 

langsung. Sikap tersebut mencerminkan adanya niat baik (benevolence) dari 

aparatur dalam melayani masyarakat.  

Dalam perspektif akuntansi syariah, kepercayaan masyarakat dibangun 

melalui penerapan nilai-nilai amanah, kejujuran, transparansi, dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Akuntansi syariah memandang 

bahwa setiap dana yang dikelola merupakan amanah yang harus 

dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada manusia tetapi kepada Allah 

SWT.
77

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak KUA Kecamatan 

Lembang melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi pemasukan dan 

pengeluaran dana serta menyusun laporan pertanggungjawaban secara rutin. 

Kegiatan pencatatan dan pelaporan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas 

yang menunjukkan bahwa setiap penggunaan dana dapat ditelusuri dan 

dipertanggungjawabkan. Dalam teori akuntansi syariah, akuntabilitas 

merupakan salah satu prinsip utama yang harus diterapkan dalam pengelolaan 

keuangan karena setiap transaksi akan dimintai pertanggungjawaban baik 

secara administratif maupun secara moral. 

Selain aspek pengelolaan keuangan, hasil penelitian juga menunjukkan 

sikap aparatur KUA yang jujur, terbuka, dan komunikatif turut berperan 

dalam membangun kepercayaan masyarakat. Masyarakat menilai bahwa 

pegawai KUA memberikan pelayanan yang baik dan menjelaskan prosedur 

pelayanan yang baik dan menjelaskan prosedur yang pelayanan yang secara 

jelas. Sikap tersebut memberikan rasa nyaman kepada masyarakat sehingga 

tercipta hubungan yang positif antara masyarakat dan lembaga. Dalam teori 
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kepercayaan, perilaku aparatur yang jujur dan konsisten merupakan indikator 

penting dalam membangun kredibilitas lembaga. Menurut Lewicki dan 

Bunker, kepercayaan dibangun melalui hubungan yang konsisten dan dapat 

diandalkan dalam jangka panjang.
78

 

Kepercayaan masyarakat juga diperkuat oleh adanya prinsip keadilan 

dalam pelayanan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat 

memperoleh pelayanan yang sama tanpa membedakan status sosial, ekonomi, 

maupun latar belakang tertentu. Pelayanan yang adil menciptakan persepsi 

positif dikalangan masyarakat karena mereka merasa diperlakukan secara 

setara sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam perspektif akuntansi syariah, 

keadilan merupakan salah satu nilai utama yang harus diwujudkan dalam 

setiap aktivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. 

Selain faktor transparansi dan akuntabilitas, kepercayaan masyarakat 

terhadap KUA Kecamatan Lembang juga dipengaruhi oleh konsistensi 

lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam teori kepercayaan, 

konsistensi merupakan salah-satu unsur penting yang dapat memperkuat 

keyakinan masyarakat terhadap suatu lembaga. Konsistensi ditunjukkan 

melalui kesesuaian antara aturan yang ditetapkan dengan praktik yang 

dilaksanakan dilapangan. Apabila suatu lembaga mampu mempertahankan 

kualitas pelayanan dan pengelolaan keuangan secara berkelanjutan, maka 

tingkat kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Lembang 

berupaya melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan prosedur yang 

ditetapkan oleh pemerintah. Setiap penggunaan dana dilakukan berdasarkan 

kebutuhan operasionalkantor dan dipertanggungjawabkan melalui laporan 

keuangan yang disusun secara berkala. Praktik tersebut menunjukkan adanya 
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komitmen lembaga dalam menjaga konsistensi pelaksanaan tata kelola 

keuangan yang baik. Konsistensi ini menjadi salah-satu alasan mengapa 

masyarakat tetap mempercayai KUA sebagai lembaga yang memberikan 

pelayanan keagamaan dan pelayanan administrasi kepada masyarakat. 

Dalam perspektif akuntansi syariah, kepercayaan memiliki hubungan 

yang erat dengan konsep amanah. Amanah merupakan nilai dasar yang 

mengharuskan seseorang atau lembaga melaksanakan tanggung jawab yang 

diberikan secara benar san penuh kesungguhan. Ketika suatu lembaga mampu 

menjaga amanah dalam mengelola dana publik, maka masyarakat akan 

menilai bahwa lembaga tersebut memiliki integritas yang tinggi. Sebaliknya, 

apabila amanah tidak dijaga dengan baik, maka kepercayaan masyarakat dapat 

menurun dan berdampak pada citra lembaga. 

Kepercayaan masyarakat juga tidak lepas dari kualitas komunikasi 

yang dibangun antara pihak KUA dan masyarakat. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa aparatur memberikan informasi yang diperlukan 

masyarakat terkait prosedur pelayanan maupun biaya yang harus dibayarkan. 

Komunikasi yang terbuka tersebut menciptakan hubungan yang lebih dekat 

antara masyarakat dan lembaga. Dalam teori kepercayaan, komunikasi yang 

baik dapat mengurangi ketidakpastian serta meningkatkan keyakinan 

masyarakat terhadap krediabilitas suatu lembaga. 

Selain itu pelayanan yang cepat, ramah dan responsif juga menjadi 

faktor yang mendukung terbentuknya kepercayaan masyarakat. Pelayanan 

yang baik memberikan pengalaman positif kepada masyarakat sehingga 

mereka memiliki persepsi yang baik terhadap lembaga. Pengalaman positif 

tersebut kemudian berkembang menjadi kepercayaan yang lebih kuat. Dengan 

kata lain, kepercayaan masyarakat tidak hanya dibangun melalui pengelolan 

keuangan yang baik, tetapi juga melalui kualitas interaksi antara aparatur 

KUA dan masyarakat sebagai pengguna layanan. 
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Dengan demikian, proses building trust masyarakat terhadap KUA 

Kecamatan Lembang tidak hanya dibentuk oleh transparansi pengelolaan 

keuangan, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan aturan, penerapan nilai 

amanah, komunikasi yang terbuka, serta kualitas pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat. Seluruh faktor tersebut saling mendukung dalam 

menciptakan kepercayaan publik yang berkelanjutan. Kepercayaan yang telah 

terbangun menjadi modal penting bagi KUA Kecamatan Lembang untuk terus 

meningkatkan kualitas pelayanan dan mempertahankan citra sebagai lembaga 

publik yang akuntabel dan berlandaskan nilai-nilai syariah. 

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori kepercayaan yang 

menyatakan bahwa integritas, kompetensi, keterbukaan, dan konsistensi 

merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. 

Temuan ini juga sejalan dengan teori akuntansi syariah yang menekankan 

pentingnya amanah, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam 

pengelolaan keuangan. Ketika nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten, 

maka masyarakat akan memiliki keyakinan bahwa lembaga mampu 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnyanya dengan baik. 

Teori kepercayaan juga menjelaskan bahwa transparansi merupakan 

salah-satu faktor utama yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap suatu organisasi. Semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi yang 

diberikan masyarakat, maka semakin besar pula peluang terbentuknya 

kepercayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA 

Kecamatan Lembang memberikan informasi yang jelas mengenai biaya 

pelayanan dan mekanisme pembayaran dana PNBP sehingga masyarakat 

memiliki keyakinan bahwa dana yang dibayarkan telah dikelola sesuai aturan 

yang berlaku. Dengan demikian, temuan ini memperkuat teori kepercayaan 

yang menyatakan bahwa transparansi memiliki hubungan yang erat dengan 

pembentukan kepercayaan masyarakat. 
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Dengan demikian, proses building trust masyarakat terhadap KUA 

Kecamatan Lembamg dibangun melalui kombinasi antara pengelolaan 

keuangan yang transaparan dan akuntabel, pelayanan yang profesional, sikap 

aparatur yang jujur dan amanah, serta penerapan prinsip-prinsip akuntansi 

syariah dalam setiap aktivitas lembaga. Kepercayaan yang terbentuk tersebut 

menjadi modal sosial yang sangat penting bagi KUA dalam menjalankan 

fungsi pelayanan keagamaan dan pelayanan publik kepada masyarakat.  

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Dewi Kartika dan 

Muhammad (2023) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip kejujuran, 

keterbukaan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan berbasis 

nilai Islam mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

pelayanan publik. Demikian pula pada penelitian ini, kepercayaan masyarakat 

terhadap KUA Kecamatan Lembang dibangun melalui pengelolaan dan PNBP 

yang transparan, akuntabel, serta berlandaskan prinsip-prinsip akuntansi 

syariah sehingga masyarakat memberikan kepercayaan kepada lembaga dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya. 

2. Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dalam Praktik 

Pengelolaan Keuangan di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten 

Pinrang 

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pengelolaan keuangan di KUA 

Kecamatan Lembang telah mengarah pada penerapan prinsip-prinsip 

akuntansi syariah seperti amanah, transparansi, akuntabilitas, kejujuran dan 

keadilan. Pratiwi Kurniati menjelaskan bahwa teori akuntansi syariah 

merupakan seperangkat konsep dan prinsip pencatatan keuangan yang 

berlandaskan nilai Islam. Akuntansi syariah tidak hanya menekankan aspek 

keuntungan material, tetapi juga aspek moral dan spiritual dalam pengelolaan 
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dana. Oleh karena itu, setiap aktivitas pengelolaan keuangan harus dilakukan 

secara jujur, terbuka, dan sesuai prinsip syariah.
79

 

Dalam teori akuntansi syariah, pengelolaan keuangan tidak hanya 

dipandang sebagai aktivitas administratif semata, tetapi juga merupakan 

bentuk pertanggungjawaban moral dan spritual. Akuntansi syariah 

menekankan bahwa setiap aktivitas pengelolaan keuangan harus dilakukan 

berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur‟an dan hadis. Oleh 

karena itu, setiap dana yang dikelola harus digunakan secara benar, jujur, dan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian bagi 

pihak lain. 

a. Penerapan Prinsip Amanah 

Prinsip amanah merupakan salah-satu prinsip utama dalam akuntansi 

syariah. Sofyan Syafri Harahap menjelaskan amanah dalam akuntansi 

syariah berarti menjalankan tanggung jawab secara jujur dan tidak 

menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
80

 

Dalam akuntansi syariah, amanah merupakan nilai yang tidak dapat 

dipisahkan dari setiap aktivitas pengelolaan keuangan. Amanah menuntut 

setiap pengelola keuangan untuk menjalankan tugasnya secara jujur dan 

bertanggung jawab. Oleh karena itu, kepatuhan aturan pengelolaan 

keuangan yang ditunjukkan oleh KUA Kecamatan Lembang dapat 

dipandang sebagai bentuk implementasi prinsip amanah dalam praktik 

pengelolaan keuangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak KUA Kecamatan 

Lembang memandang dana yang dikelola sebagai amanah yang harus 

dipertanggungjawabkan. Dana yang berasal dari pemerintah digunakan 

untuk menunjang operasional kantor dan pelayanan kepada masyarakat 
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sesuai aturan yang berlaku. Pihak KUA juga menyadari bahwa dana 

tersebut bukan merupakan milik pribadi sehingga tidak boleh digunakan 

diluar peruntukkannya.  

Penerapan prinsip amanah ini menunjukkan adanya kesadaran moral 

aparatur KUA dalam menjalankan tugasnya. Dalam perspektif akuntansi 

syariah, amanah bukan hanya berkaitan dengan tanggung jawab kepada 

atasan atau pemerintah, tetapi juga kepada Allah SWT. Oleh karena itu, 

pengelolaan dana harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak 

terjadi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat maupun lembaga. 

Selain itu, amanah juga tercermin dari kesungguhan aparatur KUA dalam 

menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Kepercayaan 

tersebut menjadi modal penting bagi lembaga dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya pelayanan publik.  

Hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian Ahmad Fauzi (2019) 

yang menunjukkan bahwa penerapan nilai amanah dalam pengelolaan 

keuangan memberikan pengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat. 

Pada penelitian ini, prinsip amanah diwujudkan melalui penggunaan dana 

sesuai ketentuan pemerintah, pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab, 

serta komitmen pegawai KUA Kecamatan Lembang dalam menjaga 

kepercayaan yang diberikan oleh negara dan masyarakat. 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip amanah telah 

menjadi dasar praktik pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang. 

Hal tersebut terlihat dari kepatuhan aparatur terhadap aturan pengelolaan 

dana serta kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

yang diberikan. 

b. Penerapan Prinsip Transparansi 

Prinsip transparansi merupakan prinsip yang menekankan pentingnya 

keterbukaan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Menurut 

Ridwan dalam buku Etika dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan 



66 

 

 

Publik, transparansi merupakan keterbukaan lembaga dalam memberikan 

informasi mengenai pengelolaan dana kepada masyarakat. transparansi 

bertujuan menciptakan pengawasan sosial sehingga lembaga terdorong 

untuk menjalankan pengelolaan keuangan secara jujur dan profesional.
81

 

Dalam akuntansi syariah, transparansi bertujuan untuk menciptakan 

kepercayaan, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memberikan 

kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana 

dikelola. Transparansi juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. 

Berdasarkan hasil penelitian, transparansi di KUA Kecamatan 

Lembang diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai biaya 

pelayanan nikah dan prosedur administrasi yang berlaku. Keterbukaan 

informasi mengenai biaya pelayanan menjadi salah-satu bentuk 

transparansi yang dilakukan oleh pihak KUA kepada masyarakat. Dengan 

adanya penjelasan tersebut, masyarakat dapat memahami bahwa biaya 

pelayanan nilah bukan merupakan pungutan pribadi pegawai, melainkan 

ketentuan resmi pemerintah sebagai PNBP. 

Pihak KUA memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat 

mengenai biaya pelayanan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Selain itu, 

sistem pembayaran dilakukan melalui mekanisme resmi sehingga 

masyarakat dapat mengetahui secara jelas proses pembayaran yang 

berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, transparansi pengelolaan keuangan 

di KUA Kecamatan Lembang dilakukan melalui pemberian informasi 

mengenai prosedur pelayanan dan biaya nikah kepada masyarakat. Pihak 

KUA menjelaskan bahwa biaya nikah diluar kantor dikenakan biaya 

sebesar Rp. 600.000 sesuai ketentuan pemerintah, sedangkan pelayanan 

nikah di kantor pada jam kerja tidak dipungut biaya. 
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Keterbukaan informasi tersebut menjadi bukti bahwa pihak KUA 

berusaha menerapkan prinsip transparansi dalam pelayanan dan 

pengelolaan keuangan. Transparansi sangat penting karena dapat 

mengurangi kecurigaan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya 

penyalahgunaan dana. Ketika masyarakat memperoleh informasi yang jelas 

mengenai biaya dan prosedur pelayanan, maka tingkat kepercayaan 

terhadap lembaga akan meningkat. 

Dalam teori akuntansi syariah, transparansi juga berkaitan dengan 

nilai kejujuran dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi keuangan. 

Oleh karena itu, praktik keterbukaan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan 

Lembang menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan nilai-nilai syariah 

dalam pengelolaan keuangan publik. Penerapan prinsip transparansi dalam 

penelitian ini juga sejalan dengan PSAK 101 yang menekankan pentingnya 

penyajian keuangan secara lengkap agar dapat dipahami oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan. 

Temuan penelitian ini, sejalan dengan penelitian Siti Rahmawati 

(2022) yang menyatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan 

merupakan salah-satu faktor utama yang dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga keagamaan. Penelitian tersebut menjelaskan 

bahwa keterbukaan informasi mengenai prosedur, penggunaan anggaran 

dan pertanggungjawaban keuangan mampu menciptakan persepsi positif 

masyarakat terhadap lembaga. Hasil penelitian di KUA Kecamatan 

Lembang juga menunjukkan bahwa prinsip transparansi diterapkan melalui 

penyampaian informasi mengenai pengelolaan dana PNBP sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, keterbukaan dalam penggunaan anggaran, serta 

penyusunan laporan keuangan yang dapat dipertanggunjawabkan. Dengan 

demikian, penerapan transparansi tersebut turut memperkuat kepercayaan 

masyarakat terhadap KUA Kecamatan Lembang. 
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c. Penerapan Prinsip Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan prinsip yang mengharuskan setiap 

penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Menurut 

Muhammad dalam buku Pengantar Akuntansi Syariah, akuntabilitas 

merupakan kewajiban pengelola dana untuk mempertanggungjawabkan 

seluruh aktivitas keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam 

akuntansi syariah, akuntabilitas tidak hanya bersifat horizontal kepada 

masyarakat dan pemerintah, tetapi juga bersifat vertikal kepada Allah 

SWT. Oleh karena itu, setiap penggunaan dana harus dicatat dan 

dilaporkan secara benar agar tidak terjadi penyimpangan.
82

 

Dalam perspektif akuntansi syariah, akuntabilitas tidak hanya berarti 

menyusun laporan keuangan, tetapi juga menunjukkan kesediaan untuk 

mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang berkaitan dengan 

penggunaan dana. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh transaksi keuangan di 

KUA Kecamatan Lembang dicatat dan dilaporkan secara rutin sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kepada instansi terkait. Pencatatan dilakukan 

terhadap setiap pemasukan dan pengeluaran dana sehingga penggunaan 

dana dapat dievaluasi. Selain itu, laporan keuangan disusun secara berkala 

sebagai bukti bahwa dana telah digunakan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Praktik pencatatan dan pelaporan tersebut menunjukkan bahwa pihak 

KUA telah berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan. Dalam perspektif akuntansi syariah, akuntabilitas menjadi 

sangat penting karena setiap transaksi yang dilakukan harus dapat 

dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun moral. 

Dengan adanya pencatatan dan pelaporan yang teratur, proses 

pengawasan terhadap penggunaan dana menjadi lebih mudah dilakukan. 
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Selain itu, akuntabilitas yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga karena masyarakat melihat adanya 

keseriusan dalam mengelola dana publik secara bertanggung jawab. 

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Siti 

Rahmawati (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan keterbukaan 

informasi keuangan merupakan faktor penting dalam membangun 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Lembang menyusun 

pertanggungjawaban sesuai ketentuan, didukung oleh bukti transaksi yang 

lengkap serta pelaporan yang dilakukan secara berkala kepada Kementerian 

Agama, sehingga seluruh penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan 

secara administratif maupun moral. 

d. Penerapan Prinsip Keadilan 

Keadilan merupakan prinsip yang mengharuskan setiap pihak 

memperoleh hak dan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi. 

Dalam akuntansi syariah, keadilan menjadi dasar dalam setiap aktivitas 

ekonomi dan pengelolaan keuangan karena Islam mengajarkan agar setiap 

individu diperlakukan secara adil. Iwan Triyuwono menjelaskan bahwa 

akuntansi syariah bertujuan menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan 

dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan dana harus 

dilakukan sesuai peruntukannya dan tidak boleh mengandung unsur 

manipulasi maupun penyalahgunaan wewenang.
83

 

Berdasarkan hasil penelitian, pihak KUA Kecamatan Lembang 

memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa 

membedakan status sosial, ekonomi, maupun kedudukan tertentu. Semua 

masyarakat mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur yang sama dan 

dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku. 
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Masyarakat juga menilai bahwa pelayanan yang diberikan oleh KUA telah 

mencerminkan sikap adil karena tidak terdapat perlakuan khusus terhadap 

kelompok tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan telah 

diterapkan dalam pelayanan dan pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan 

Lembang. 

Penerapan prinsip keadilan sangat penting dalam membangun citra 

positif lembaga dimata masyarakat. ketika masyarakat merasa diperlakukan 

secara adil, maka mereka akan memiliki persepsi yang baik terhadap 

lembaga dan lebih mudah menaruh kepercayaan kepada lembaga tersebut. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nur Aini dan Farhan 

Musyawardana (2021) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip 

akuntansi syariah termasuk keadilan mampu meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga. Pada KUA Kecamatan Lembang, prinsip 

keadilan diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang sama kepada 

seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun status sosial 

sehingga setiap masyarakat memperoleh hak pelayanan yang setara. 

e. Penerapan Prinsip Kejujuran  

Kejujuran merupakan nilai yang sangat penting dalam akuntansi 

syariah. Kejujuran menjadi dasar bagi terciptanya kepercayaan antara 

lembaga dan masyarakat. Tanpa adanya kejujuran, pengelolaan keuangan 

yang dilakukan akan sulit memperoleh keprcayaan dari masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur KUA Kecamatan Lembang 

berupaya menjaga kejujuran dalam memberikan informasi kepada 

masyarakat maupun dalam mengelola dana yang menjadi tanggung 

jawabnya. Pihak KUA menjelaskan prosedur pelayanan secara terbuka dan 

memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Masyarakat 

juga menilai bahwa pelayanan yang diberikan sudah cukup jujur dan 

terbuka. 
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Dalam perspektif akuntansi syariah, kejujuran merupakan bagian dari 

nilai shiddiq yang harus dimiliki setiap pengelola keuangan. Kejujuran 

tidak hanya diwujudkan dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan dan 

pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sikap terbuka yang ditunjukkan 

oleh aparatur KUA menjadi salah-satu indikator bahwa nilai kejujuran 

telah diterapkan dalam praktik pengelolaan keuangan. Dalam teori building 

trust, kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga akan terbentuk 

apabila lembaga tersebut mampu menunjukkan sikap terbuka, jujur dan 

bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Transparansi menjadi 

faktor penting dalam membangun hubungan yang baik antara lembaga dan 

masyarakat. 

Hasil penelitian juga sesuaidengan prinsip dalam PSAK 101 tentang 

penyajian laporan keuangan syariah yang menekankan bahwa laporan 

keuangan harus disusun secara jujur,andal dan dapat dipahami. 

Berdasarkan hasil wawancara, setiap transaksi di KUA Kecamatan 

Lembang dicatat sesuai kondisi yang sebenarnya dan didukung oleh bukti 

transaksi sehingga informasi keuangan yang disajikan dapat dipercaya. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa penerapan prinsip 

amanah, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam praktik pengelolaan 

keuangan di KUA Kecamatan Lembang telah menunjukkan kesesuaian 

dengan konsep akuntansi syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat 

Muhammad dalam buku Pengantar Akuntansi Syariah, yang menjelaskan 

bahwa akuntansi syariah merupakan proses pencatatan dan pengelolaan 

keuangan yang dilakukan berdasarkan prinsip kejujuran, amanah dan 

tanggung jawab. Dalam akuntansi syariah setiap penggunaan dana harus dapat 

dipertanggungjawabkan baik kepada manusia maupun kepada Allah SWT.
84
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Temuan penelitian ini dapat dianalisis menggunakan teori akuntansi 

syariah. Teori akuntansi syariah memandang bahwa aktivitas pengelolaan 

keuangan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga 

mengandung nilai spiritual dan moral yang bersumber dari ajaran Islam. 

Akuntansi syariah menekankan bahwa setiap pengelolaan dana harus 

dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah, keadilan, transparansi, 

akuntabilitas dan kejujuran.  

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pengelolaan keuangan di KUA 

Kecamatan Lembang telah menunjukkan adanya penerapan nilai-nilai yang 

terkandung dalam teori akuntansi syariah. Hal tersebut terlihat dari 

penggunaan dana sesuai peruntukkannya, adanya pencatatan dan pelaporan 

keuangan, keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta pelayanan yang 

dilakukan secara adil tanpa membedakan latar belakang masyarakat. temuan 

ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang diterapkan tidak hanya 

memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika 

Islam yang menjadi dasar dalam teori akuntansi syariah.  

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Laina Fitri dan 

Rayyan Firdaus (2020) yang menjelaskan bahwa kejujuran dalam pencatatan 

dan pelaporan transaksi merupakan salah-satu prinsip utama akuntansi 

syariah. Hasil penelitian di KUA Kecamatan Lembang menunjukkan bahwa 

seluruh transaksi keuangan dicatat berdasarkan kondisi yang sebenarnya serta 

didukung bukti transaksi yang lengkap sehingga informasi keuangan disajikan 

dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. 

Penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah di KUA Kecamatan 

Lembang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan tidak hanya berorientasi 

pada pencapaian tujuan administratif, tetapi juga pada pencapaian nilai-nilai 

etika dan moral Islam. Pengelolaan dana yang dilakukan secara amanah, 

transparan, akuntabel, adil dan jujur mencerminkan komitmen lembaga dalam 

menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip itu 
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tidak hanya mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang tertib tetapi 

juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

KUA sebagai lembaga publik berbasis keagamaan. Dengan demikian, hasil 

penelitian ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai akuntansi syariah memiliki 

peran penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan sekaligus 

memperkuat hubungan antara lembaga dan masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Building Trust dalam 

Akuntansi Syariah pada Praktik Pengelolaan Keuangan di KUA Kecamatan 

Lembang Kabupaten Pinrang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Proses building trust (membangun kepercayaan) masyarakat terhadap KUA 

Kecamatan Lembang dilakukan melalui praktik pengelolaan keuangan yang 

terbuka, tertib, dan sesuai ketentuan pemerintah. Kepercayaan masyarakat 

dibangun melalui keterbukaan informasi mengenai biaya pelayanan nikah, 

sistem pembayaran resmi melalui bank, pencatatan administrasi yang jelas 

serta sikap pegawai yang jujur, komunikatif dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan.selain itu, kepatuhan aparatur KUA terhadap aturan 

pemerintah dan prinsip-prinsip syariah juga menjadi faktor penting dalam 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga KUA sebagai 

institusi pelayanan publik berbasis akuntansi syariah. 

2. Penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam praktik pengelolaan 

keuangan di KUA Kecamatan Lembang telah terlihat melalui penerapan 

prinsip amanah, transparansi, keadilan, dan kejujuran. Dana yang dikelola 

dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik. 

Tarnsparansi dilakukan melalui keterbukaan informasi biaya pelayanan dan 

penggunaan sistem bayar resmi. Akuntabilitas diwujudkan melalui pencatatan 

dan pelaporan keuangan secara rutin. Prinsip keadilan diterapkan dengan 
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memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa 

membedakan status sosial, sedangkan prinsip kejujuran terlihat dari sikap 

aparatur yang terbuka dan tidak menyembunyikan informasi terkait pelayanan 

maupun pengelolaan dana. Dengan demikian, praktik pengelolaan keuangan di 

KUA Kecamatan Lembang telah mengarah pada implementasi nilai-nilai 

akuntansi syariah dalam pelayanan publik. 

B. Saran 

Adapun saran yang penulis berikan dari hasil penelitian yang dilakukan selama 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang  

KUA Kecamatan Lembang diharapkan dapat terus mempertahankan dan 

meningkatkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam praktik 

pengelolaan keuangan, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas 

pelayanan publik. Selain itu, KUA juga diharapkan dapat meningkatkan 

keterbukaan informasi kepada masyarakat agar kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga semakin kuat. Penguatan sistem administrasi dan 

dokumentasi keuangan juga perlu terus dilakukan guna menciptakan 

pengeloaan keuangan yang lebih profesional dan tertib. 

2. Bagi Aparatur atau pengelola Keuangan KUA 

Pengelola keuangan diharapkan tetap menjaga nilai amanah, transparansi, 

akuntabilitas, keadilan serta kejujuran dalam menjalankan tugas pengelolaan 

dana. Aparatur KUA juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat melalui komunikasi yang baik, sikap terbuka dan pelayanan adil 
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agar hubungan antar lembaga dan masyarakat tetap harmonis dan penuh 

kepercayaan. 

3. Bagi masyarakat 

Masyarakat diharapkan dapat lebih memahami prosedur dan ketentuan 

pelayanan yang berlaku di KUA sehingga tidak mudah menimbulkan prasangka 

negatif terhadap pengelolaan keuangan di lembaga tersebut. 

4. Bagi Peneliti lain 

Dalam penelitian ini tentu saja masih mengalami banyak sekali kekurangan 

adanya keterbatasan dari peneliti, sehingga peneliti berikutnya diharapkan perlu 

menjelaskan lebih lengkap dengan menambahkan teori pendukung. Bagi 

peneliti selanjutnya hasil penelitian ini hendaknya dapat dijadikan sebagai 

bahan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam. 
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